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L ASEA Nadatah e rhimpunan Régio-
nabsdari“negara-negara merdekn “di k-
wasan Asin Tenggara yany didirikan Ji
Banghkok "8 'A astus 1967 berdusarkan
seatu deklorasi vang kemuding dikenaul
dengan Deklarasi ASFAN wiaw Dekla-
rasiBanglok. Timbulnya ASFAN so-
bagaiisebush: perhimpunan Teeional
(régiona] cooperation) sesuai dan seja-
lan*dengan prinsip-prirsip vang tercan-
tum - dalam: Piagam Perserikatan Bang-
sa=Bangsa (UN Charter) yang menyang-
regional drrangement”,
53 dan

kit "_'tcmz_mg -
khususnyi® pasal 330 52,

S4.YY Pasdl-pasal tersebut kemudmn' ;

duddlkdn landasan hukum bagi ber-
bagai orgamsds; internasional regional,
termasuk i’ dalamnyd orgamsqsl regio-
nai ASP AN

”Rugmnalmm, yung tumbuh i
berbagal  kawasan dunia, ferutama
sejak post Perang Dunja I, telah di-
akui adanya scbagal pola” {plat-
form} baru dalam hubungan mau-
pua hukum internasional. Sebagaima-
na dikatakan oleh Somsakdi-Xuto -

Ameoeng three levels of international coope-
ration, namely bilateralisme, regionalism
and globatism, bilateralism has become a
normat practice in internationzl coopera-
tion, while globalism is still an inspiring
ideal for removed form the reahty of in-
terndtional politics. Regionalism, on the
other hand, has been receiving & great
deal of attention in recently years.2)

1Y R i in st T gt o b v

“mwsn {US{ DAS; AR™PL mem AN REGION, u
-  ASEAN

: Mu_f;mnuin_uiL ULA

s"u;nu g
erliss

Regionaiisme  juga méripakag
tngkal perkembangan  vang ¢
menerus T dart
remerintah yang didesarkan uda anyu

kesadaran kawasan " {conscious.
nessy b Timbulnva regionalisme _%u'gz-i
dioskui oleh sariana hukum “erkenal
Wolteany ricdmanan, dengan menyifa- |
k- & are

Certain type of 1he new international !dw
are developing toduy uvnr  the umvcm:'
Jevel. because they rellect universal 111te-'
ests of mankind. Others, dcpuldmﬂ On
more &,iosely related community of Vd}uu.
and purpuses,  procesd on a more restiics
tive level of international organization. moe
thioof a regional patters (notably in ihe
West Luropean Communities).4) ;

Regionalismie itulab kemudiun menjci
ma dan melembaga sebagai pola hu-‘-
bungan internasional ‘dewasa ini, yang

kemudian sering  disebut “regional
arrangement” atau “regional organi-’
zation

. Beberapa conioh, antary lain

2 Somsakdi Xuto, Regional Coopuerati-.
" on in Southeast Asig Problems, .
Prsibilities, and  Prospects, Insti-
tute of Asian Studies, Chulbalong-
kora University, August, 1973, fial. 3

2) Somsakdi Xute, Regional Coaperati--
o in Southegsy Asia : Froblems, .
Pr)sz’biliﬁes, and  Prospects, Insti-
tute of Asian Studies, Chutalong.
korn University, August, 1973, hal, 3

3} Hans H. Indorf, ASEAN © Problems
and Prospecis, Institute of South.:
cast Asjan Saudws. 1975, hat 3, &

o e e
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IHukum dan Pembaneinan

OAS {Organization of Amercan Sta-
tes), League of Arab States (Liga
Arab), NATO, PARTA WARSAWA,
Unity of African States dan ASEAN.
Organisasi-organisasi semacam itu, la-
vaknva organisasi internasional memi-
Hki “konstitusi dasar” (basic const-
tutional) berupa charter, statuta, tre-
aty, agreement, protocol, declaration
atay nama lain vang mengatur meka-
nisme pokok organisasi tersebut,

‘ ~ Sebagai basic constitutional per

himpunan regional ASEFAN adalah
"Deklarasi ASEANY, atau “Deklarasi
Bangkok”, veng ditandaizmgeni 8

© Agustus 1967, di Bangkok. Para penu-
s mempersoalkan “penggunaan Dek-
larasi” sebagai konpstifusi dasar pem-
enfukan ASEAN,

Oppenheim menggunalkan  istilah
Tdeclaration™ dengan figa pengertian,
Pertama, deklarssi digunakan dalam
pengertian vang tidak berbeda de-
ngan persetujuan internasional lain
{apapun sebutannya) yang diadakan
dengan maksud untwk  memiliki
sifat -vang mewajibkan pihak-pihak
vang mengadakan persefujuan terse-
but untek mentaati ketentuan-keten-
tuan yang teiah dicantumkan dalam
persetujuan (oblipation character). Ke-
dug, adalah “unpilateral declaration”
vang menciptakan hak-hak dan kewas-
Hban-kewajiban terhadap negara lain.
Termasuk declaration semacam  ini
misalnya declaration of war, decla-
ration on the part of belligerents.
Ketiga, “declaration” digunakan untuk
menggambarkan pengertian tindakan-
findakan yang diambil bila negara
berkomunikasi pada negara lain, vaitu
suatu explanation dan jusiification se-
suafu negara yang diberikan kepada
negara lain mengenai kelakuan-kela-
knan yang telah dilakukannya di
masa lalu atau suatu penjelasan menge-
nai pandangan-pandangan atan
maksud-maksud mengenai  masalah-
masalah fertentu. Deklarasi type ind
Hdak memiliki sifat-sifat “ireaties”.

lumaya vang sifainys melengkapi
atan uniuk mencatat beberapa “un-
derstanding” vang telah dicapai dalam
suatu perundingan, atzu memberikan
keterangan-keterangan.5) Deklarasi da-
lam pengertian perfama, sebagai salah
satu pama (pomanclature} suahy per-
sctujuan internasional, di samping na-
ma lzin, seperfi frakiaf, pakia, kon-
vensi, piagam, protokol, arrangement;
modus vivendi, covenant dan ssbha-
gainva, juga dikemmlkakan oleh (for
hard Glahn®) dan Brierly. 7}

Hampir sama dengan apa yang di-
kemukakan Oppenheim, Sterke mem-
berikan tiga pengerfian tentang dekla-
rasi yaifu @ (1) deklarasi berarti trak-
taf; (23 deklarasi berarti dokumen
tidak resmi, dilampirkan pada trak-
tat atau konvensi vang menjelaskan
atau menfafsirkan ketentnan-ketentu-
an dalam trakiat atau konvensi; (3)
deklarasi Dberarfi persetujuan iHdak
resmi mengenai hal-hal vaag kurang
penting. Peklarasi semacam ini tidak
harus diratifikasi.®) Deklarasi bukan-
lak suatu perjanjian internasional, te-
tapi lebih merupakan “seruan” negara-
negara. Sebagai contoh, declaration
of human rights. Deklarasi ini meru-
pakan seruan dar negara-ncgara yang
menjadi anggoia PBB dan bangsa-
bangsa di dunia umumnya untuk men-
junjung tinggi Hak-Hak Asasi Manusia,
Karena baru merupakan seruan, maka
kepentingan-kepentingannya masih ha-
rus diveruangkan.?)

3)  Oppenheim, ~temational Law A
Trearise, Vol I, 8th edition, Long
mans, 1966, hal. 872, 873

6)  Gerhard von Glahn, Law Among
Nations : An Introduction to FPub-
lic mternational Law, 4-th edition,
1981, halk. 481

7y Brierly, Law of Nutions, terjemzhan
M. Radjab, Bratara 1963, Jakarta,
hal. 228

8)  Starke, Anr Introduction to Inier
national Law, terjemah F, Ispwara,
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: Mengmgat pengertian “declaration”
sebacra;mana dikemukakan para sarjana
di - atas, -maka pembentukan ASEAN
pun dinersoalkan, apakah cukup kuat
dijadikan “konstitusi  dasar” vang
mémhe'n'kan ikatan bagi negara-negara
anggotanya, mcngmgat pembeniukan-
nya ”hanya ‘berdasarkan Declaration.

"Rusxel i1, Fifield berpendapat, De-
klaras;: angkok tidak memberikan
akibai yahg mengikat sebagaimana
ca] epem Piagam PBB. Oleh Rug-
Usel  H. Fifield dinyatakan : The
Bangkok - Declaraiion does not have
the binding effects of treaty like
the Charter of the United Nations,
and ASEAN itself is not legally able to
make . one”.19) Bahkan oleh Hans
A. Indorf dinyatakan, Deklarasi Bang-
kok sebagai  basic document lebih
mempakan ungkapan retorls daripada
mem‘bunkdn pengerfian hukum. 7. . . |
it 1s__a ]omt declaration which dld not
require ratification by respective nati-
onal and may thus carry oaly the
weight ~of moral sanctity”11) Selan-
Jutnya da _mengutip pernyataan Men-
teri Luar Negan Philipina, Carlos P
Romulo . of all the co-operative
groupmg today, it (ASCAN) is the
only one that has no charter”. Dag
apa yang dinyatakan oleh Caslos P.
Romuio lersebut, Philiping berang
gapan, masih diperflukannya suatu
Charter vang mewujudkan prinsip-
prinsip  Bangkok dalam bentuk hu-
kum yang mengikat (legally bin-
ding form). Pendapat sempa juga di-
kemukakan oleh Munadjat Danuss-
putro dengan menyatakan :

The institutionatization of ASEAN which
now still in process, would be incom-

plete, unless the . principles  of the
Bangkok - . Declaration  are  translated
and . embgdied on  ‘'legally binding

form. Once ratified, allegiance to the

10} Russen M. Fifield, Nogonal and
Regional Interesty in  ASEAN
Competition and Co-operation in
frtornagtinmnsl  Palidee  Teaeiititn  af

Charter  implies  the {ull commitment "
of  the  Member-countries to  ihet
purposes of ASEAN. 12) :

Bahwa pelembagaan ASEAN sekar;mg_ﬁ. :
ini masih dalam proses. Dalam per-::
kembangagnya, fak akan sempurna
tanpa prinsip-psingip yang tercantum'_f
dalam “Deklarasi Bangkolk” dzwujudé
kan daiam bentuk hukum yang meng‘_
ikat. Salah satunya adalah merati
kasikannya, yang merupakan kesetzaan
tethadap Charter dan secara tidak ..
langsung merupakan komitmen penih.
darl negara-negara anggota terhadap_"'
maksud dan tojuan ASEAN., OO

Berbeda dengan apa yang dinyata“':““""

kan oleh para penulis di atas, Dr. Judo .
Umario Kusumowzdczgdo dalam disep-
tasinya berjudnl “Consultation Clau-
ses As Means of Providing for Treaty
Obedience : A Study in the Law of .
Treaties”, menyatakan : y
Although based on a ’Declaration’ one of its. ..
declared principles states that the Associa-,
tion ‘represents the collective will of the -
(member) . . ... to bind themselves’, It is.
there for clear that the intention of the
members is to be bound by the legal con- :
cept of the Association znd its principles,”
although they do not speak or the Assccia-
tion as a treaty. The Declaration of August -
8, 1967 thernfore is used as title of a body
of binding stipulations that have the charac-
ter of a treaty. 13)

Walaupun ASEAN hanya berdasarkan
Deklarasi, tetapi apabila dilihat dag
prinsip-prinsip dalam Dellarasi itu sen-
diri sebenarnya telah menunjukkan
adanya “keinginan negara-negara ang-
gota untuk diikat” (the will or inten-
tion of the members to be bound).
Bahkan lebih jauh, bahwa dengan
prinsip prinsip yang tertuang dalam
Deldarasi {in, Jude Umarto Kusumo-

12)  Munadjat Danusaputro; op eff, hal.
56.

13}  Judo Umarto Kusumowidagdo, Con-
sultavion Clousesr: Means of Pro-
viding for Treaty QObedience | 4 St




Hm’cum da.fz Pem ba?zgw:m: p

'.méagda barpexadapat : YThe bhasic
-prmczpies of ASEAN bind the mem-
bers and entail rights and obligations™

i4) Bahwa semangat vang tertuang da-.

Iam Dekiarasx itu felah mengikat ne-
gara-mgara anggota, sekahgus membe-
rikan hak-ha%q dan kewajlban kBW&}l—
bazmya

Dari aps yang dzk@mukakan para
penulis - tentang Deklarasi ASEAN,
dapafc dzszmpulkan bahwa Deklarasi itu
$2CaTE form;:-:! be,lumlah mcmpakan
penanjmn mtemasw&al vang sefingkat
‘Pireaty” atau’ “charier” yang
memiliki kekuatan hukum mengikat
secara pasti. Deklarasi itu bamu mem-
bavﬂcan ikaran moral”, Dan dalam ke-
nvataaﬂnya, sampal  sekarang tidak
ada ratifikasi dagi masmg—masmg nega-
18 anggota ASEAN,

‘Becara~ prakiis-dalam  praktek,
ASEAN telah berkembeng cukup ef-
fekii sebagai sebuah kerjasama regio-
nal yang memberikan hak dan kewa-
jiban " ‘terhadap’  angpota-angzotanya.
Dengan demikian, tepat sebagaimana
disarankan oleh seorang penulis ten-
tang ASEAN dengan menvatakan, ka-
laulah disatu pihak Dellarasi ASEAN
tetap . menjadi dokumen dasar bagi
ASEAN, di lain pihak keadaan politik
regional agakaya sudah meatang saat-
aya: merumuskan suatu Piagem vang
memuat aspirasi politik dan ekonomi
serta tuitan ASEAN.15)

Tetapi sekalipun Deklarasi ASEAN,
sampai sekarang tidzk ada pengesah-
an dari masing-masing negara angsota,
namun kedudukan Deklarasi ASEAN
menjadi kuat dengan adanva "Treaty
of Amify and Cooperation in Sou-
theast Asia” yang merupakan hasil
KTT ASEAN I di Bali, 24 Februari
1976, Mengingat “Treaty™ itu vang
menjadi semangat adalah prinsip-prin-
sip yang tertuang dadam Plagam PBB,
Konferensi Asia-Afrika  Bandung
(Dasa Sila Bandung), dan Deklarasi

Ay  Thfer

AS?ZAH Dmyata}:an dalam Treaty . gf
Amity and Cooperation in Southe—__
ast Asia tersebut antara lain @ :

Desiring  to  enhance peace, friendship.
and mutual cooperation on matters effect--
ing Southeast Asia consisten: with the spi-

rit and principles of the Charter -of .the.
United Nations, the Ten Principles adopt-.
ed the Asian - African Conference in Ban-

dung on 25 April 1955, the Declaration of
the Association of Southeast Asian Natn:ms

signed 'in Bangkok on 8 August 1967, aﬂdt_'
the Declaration signed in Kaalalumpur en-
27 Movember 1971, 16} :
Apabila dilihat dag isi "’I‘reai:y"dx'
Amity and Cooperation of Southeast'
Asia”, maka sebenarnya lebih mempa—

kan do%:.umen vang lebih pasti dan ter-

perinci dibandingksan dengan Deklarasi

Bangkok. Apabila yang dimaksud de-

ngan basic constifutional ity merupa-

kan dokumen dasar yang mengatur

pokok-pokok kerjasama dan meKamis-

me organisasi, maka “treaty” tersebut

lebih merupakan basic constitutional

bila dibandingkan Deklarasi ASEAN,

Bebezapa hal yang penting dalam trea-

ty tersebut, misalnya tentans Twjuern
dan Asgs dan Penyelesalan Perseng.

ketaan Secarz Damai. Demikien pula,
bentukaya berupa “ireaty™ dengan
pemsyaratan vang memenuhi hukum

trakiat, sehingga secars formal lebih
memberikan ikstan bagi nesara pe-

nandatangan bila dibandingkan Del-

iarasi ASEAN.

Tampaknya para pencetilg
ASEAN  lebii menekankan, agar
ASEAN berkembang secara alamivah
{natural growth), sesuai dengan per-
kembangan dan keinginan rakyat ma-
sing-masing negara anggota {among
people). Dengan demikian, para pen-
cetus ASEAN tidak "kerjasama peme-
rintah™ (governmental cooperation)
yvang kaku. Kemudian apabila kita
lihat perkembangennya, pemerintah
negara-negara ASEAN telalh membe-
rikan dorongan berbagai kerizsama
non-govermmental Dengan pendekaten




< Konstifusi Dasar

Tsemacam  ita,

diharapkan  kerja-
csama. ASEAN  bisa  menjadi lebih
kokoh "vang didukung dari bawah,

yaituselurah rakvat masing masing
‘negara anggota.

Barulah pada tahun 1976, dengan
adanya KTT ASEAN T di Bali disusun
kepasama lebih Kokoh, baik komit-
men mora{ maupun.strukiur organisa-

Beritah saya tangan yang siap untuk dipakai, bukan lidah

yawy stup pakal

sinya, karena menghasilkan be
keputusan penting, vaitu (1) Treaty of
Amity and Cooperation in Southeast
Asia (Perjanjian Persahabatan an Ker
jasama Di Asia Tenggara); (2) Du_iara-
tion of ASEAN Concord (Deki_amm
Kerukunan ASEAN); dan (3) 4
ment on the Establishineat -~ of
Asegn Secretariat l?ersetu_;udn %’em—
benlukan Sekretariat ASEAN).. :

{Ciuseppe Garfbaldi, 1867 - 1882).

MiAk PELAYANAR NURUM daa PEMAAN ERANT gas
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MASALAH PERLINDUNGAN PE-
NUMPANG LAUT

{Mearitime Law, Christoper Hill, Pitm-
an Books Lid.. London, I982Z - 394
fial + YVIiEs

Kontrak  mengangkut penumpang
angkutan laut lazimnya dapat dibuk-
tikan dengan adanyva karcis (tiket)
vang dipeganz oleh penumpang il
Dengan adanya fiket fersebut peaum-
pang mempunyai hak untuk diangkut
ketempat tujuan seperti ferterz dalam
karcis, sebaliknyz pengangkut berke-
waiban meagangkud penumpang sam-
pai ketempat {ujuan sesuai dengan jad-
wal yang telah ditentukan®},

Permasziahan adalah, sampa: sejauh
mana tanggung jawab pengangkut {er-
hadap penumpang. Dengan adanya
klausula dalam  perundangundzangan
yang mensyaratkan: sampel Ketempat
tijuan  dengan  aman dan selamal,
menghendaki jaminan dan sckaligus
kewsjiban dari pengangkut pada pe-
numpangnya. Prinsip demikian ini kifa
anut dalam sistem perundang-undang-
an kita® ).

Prinsip kebebasan konirak vang di-
anut oleh Inggris di mana apa yang
diperianjikan oleh kedua pihak mengi-
kat, dijadikan dasar dalam perfanjan
pengangkutan laut® . Tetapi dalam

Fio Dalarn praktel sidak hotya woaek pong-
aigkielai penuinpang laer, dupat juga
Derlakne poda welntan davar dun gngku -
art ey,

()
~

Dalem KUK Dagang Kira. renraiy Hak &
Kewafihan  Yang Terbly Davd Polayaron
dapat dilihut pada buku Ledua.

3) Dapar dibandingkai dengan pasal 522
NUHD dan hebunghan dengan pasal
T235 AU Perdata hiva,

A5 Prinsip ind pelol e delam penyang-
Laatuer prenstmnen e Jdon daras dililhar nocla

praktek, vang membuat perjanjian ada-
lah pihak pengangkul sehingga tidak
menuiup  kemungkinan persyaratan
vang telah ditetapkan akan lebilh me-
nguntungkan pihaknva baik  dalam
parjanjian tentang kewajiban penum-
pang atau kewajiban pengangkuf. Pe-
nekanan biasanva pada tanggung fawab
vang ferbatas sehingga apabila teriad:
funtutan penumpang, pengangkui da-
pat segera membatasi tanggung jawab-
ava {(hal, 338}

Permasalahan inilah kiranva vang
hendak digambarkan penulis pada bu-
ku tersebut.

Christoper Hhalb menulis berdasarkan
pengalamannya sebagal pengsjar tidak
tetap dalam kuliah Hukum Perkapalan
(Shiping Law) dan Hukum Laut {Ma-

ritime Law) di University  College,
London School  of Foreign  Trade.

la membagi buku ini dalam tigabelas
baglan vang terdivt darl: Ownership
and  Registrarion: Ship
Sale of Ship wund Shipbuiiding Cont-
racts; Jurisdiciion; Collisions! Salvage:
Tonage, fLimitation of Liabiity; (4
Polherion; Seajares and Ship's Masrer:
favbouwrs  und

Morgages |

assangers:  Pioiage;
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; Passgngers Penulis buku berpen-

-'-dapat bahwa penumpang kapal laut
diiInggeis berlainan antara jaman du-
lu dan sekarang

Tar gguﬂg Jawab

- Dulu, peranan Ship’s Master sangat
bcsar kci{uasadnnya meliputi penguasa-
an E{apai Aermasuk anak buah kapal
{A.BK) sampal dengan keselamnatan ha-
TANE _d&n Orang yang dlangkut, sehing-
gz sangat berat fanggung jawab seba-
gai Ship’s Master, )

Disamping itu fermasuk pula tang
gung jawab jika terjadi kecelakaan atau
kebakaran vang dilakukan oleh ARK,
Dalam klausula ini kelibatan pemilik
kapal (Shipowner) menjadi terhindar
dari tanggung jawab untuk memberi
kompensasi  jika = seardainya terjadi
kecelakaan atau kematian.

Kasus yang dizjukan sebagai contoh
oleh penulis adalal kasus 5.5 Himala-
Fa, di mana salah seorang penumpang-
ava  menunitut  perfangzungjawaban

atas kecelakan vang disebabken oleh’

ABR, Dalam tket iidak fercantum
bahwa kejadian  tersebut merupakan
{anggung jawab pemilik Kkapal se-
hingga Pengadilan berkesimpulan bal-
wa dengan klausula vang ada dalam
tiket merupakan penghindaran tang-
gung jawab (escape of hiability).

Kasus lain vang dipaparkan penulis
dalam buku tersebur dikuiip dari 7he
Eaple (1977) 7. Lloyd's Rep. 70 Se-
orang wanita tua (71 thy menuntut
ganti rugl kepada pemilik. kapal atas
cidra yang didapataya ketika duduk

di kursi restoran, terpental bertepaian

dengan dafangayva ombak
menggoncangkan kapal. :
Pemilik ‘kapal smenolak mntmm pe—
numpang: ierabut dengan aiasar; kece-
lakaan ity udai{ disebut dalam’ iiket.

Tuntutan wanitz itu dengan dasar
bahwa pemilik kapal telah Izlai karena
a}. kursi restoran tdalk dipaku/dilekat-
kan dilantai sesuai dengen keharusan

besar _yang

dan by kursi tidak diberi lfengan vang

telah diatur dalam brosur lcapal oy
hingga pemilik telah melalaikan
rusan tersebuf, akibataya dapa
nimbulkan cidera pada diri orang dsin.
Dengan dasar ini Pengadilan telah me
mutus bahwa tuntutan wamt'? '
benar (hal 241}

sehmggd
janjian yvang
dapat diuji,

Disamping i«.eselamatan peﬂumpang
dalam perjalanan menjadi Tanggungan
penuh pemilik kapal. Dengan miésge-
mukakan contolh klasik penulis bukuy
tidak * menguiip peristiwa drama
The Tuoanic yvang banvak mesnelan
korban jiwa pada tahun 1912, Korban
vang banyak berasal dari penumpang
kelas figa vang tidak diberi perleng-
kapan  keselamatan vang cukup®).

Disini = persyaratan perlengkapan
Standar  keselamatan penumpang  di-
tunfut unfuk sebuah kapal penumpang
(343},

Penulis buku menekankan pula per-
syaratan keselamatan dengan menun-
juk dua konvensi Internasional tenfang
keselamatan pelayaran (342},

Ganii Rugi

Dengan diterimanya konvensi Athe-
ng 1974 dalam perundang-undangan
laut Inggris, masaiah ganti rug akibat
kecelakaan jant mendapat penelsahsin
yang keras (344). Nilai ganti rug dihi
tung dengan standar Poincare, Gold

tercantum dalam

Frances (PGO) dan nilai, yang terbasa“

adalah  untuk aompcnsam kematlan
atau cidera vaitu sebesar 700.000 PGC

Agaknva asalah mlax ganti;
akibat kecélakaan laitt ©) ini pula men:

5) Pc’nsm':z semacant ini z‘ermu‘r af: negam
kitg pada hasus Tompomas 1T yang me-
rengguy nyawe Hdak furang davi 630
orang pendmpang das gwak kepalnys
akibat terbakar dan tenggelam Ji Do
afran laut Jawa dekar pulan Masah-moo
padzz 27 Januay J981.
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Bl dan Pemansunen

' dapat-‘pérhatian kita karena dalam pe-
raturan ‘ganti tugi akibat kecelskaan
vang ‘sekarang beilaku jika kita ban-
dingkan-:dengan nilal diatas sangat
kecit 7). '

7) Lihat desar pevhitungan pada asuronsi
 kecelakaon kira yang dikaitkan dengan
tiga macdm_ jenis ganii rugi yang akan di-
berikan pede setiap korban kecelakoan
Csejwmiah Bpo 13,9 jura yang terdivi davi
o Rp. 500,000, santunan  Asuransi
. Keceialgagrz_ Jasa Raharfe sesuai UU No.
"349 1964 jo. UU No. 17 tahun 1965,
Rp. I0 juta fike penumpang tersebuid
Samembeli kupon asuransi dan ganti gl
‘peruschaan . pelavaran sebesar Rp. 3.4
Jlata.

Membaca buku ini secara keselu-
ruhan tidak terasa membosankan jika
kita bermiat untuk dapat mengerti ka-
rena sesual dengan sistem Common
Law bahwa sefiap permasalahan selaly
dilihat dami kasus-kasus preseden yang
bukan saja relevan tetapi faktual dan
dapat dijadikan dasar penelifian hasil
perfimbangan yang akan diberikan.’

{ANDIAR PACHTA. W)

!ﬂgulmn

Berbuat tidak adil lebih memaglukan daripade men-

derita kevidak adilan,

{Flaro).

DRESIA  BAGIAN

o

SK. INDEPEMDENT BEROPLAH TERBESAR

PERCAWAL DAN PENGAMAL PAMCA SILA & UUD 1945,

1] Y . - T EET I YT
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PUTUES AN
MNo. 05/PID/BI/TOL/TIM,

.. DEMEKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA :

fjbnﬁddlldﬂ Negeri Jakasta Timur, yang mengadili perkara-perkars Pidana, pada ting-"
kat ‘perfama, teluh menjatuban Patusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-ter-| .
dakwa: 0 "
i MILA BUDIWARMI,

Lahir di o Jakarta.
Umur o .21 rahun,
Pekerjaan ¢ Bekas Assisten Apotheker pads Apotik Maribaya, Jatinegara di Jakerts.

Alamat™ @ Jin. Maniri no. 199 Kelumahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayozan, .
Jakarta Pusar. .

i, MAWAR KUSUMA,

Lahisdi’ " :" Bandung.
Using 07 23 tahun, _ : _ %
Pekerjaan ™ @ Bekas Assisten Apotheker pada Apotik Maribaya, fatinegzra di Jakarés,

Alama ¢ Jm Suhadi me, 3y Katrik—I Re. 06 Rw. 05 Kelurahan Halim Perdana
' 7 Kusuma, Jakarta Timur, [ : 2 3k

[ . Dra MARTUTI,

Lahirdi . . :  Semarang

Umuz - .: 34 tahun. _ .

Pekerjaan . | © Pegawai Departemen Kesshatan Pusat Pepelition Parmasi, merangkayp -
e bekerja sebagal - Apotheker pada Apotik Maribava Jatinegars Jakarta .
Timus . ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

TELAH Ijv‘iﬁMBACA DAMN MEMPELAIARE :

Berkas perkara para Terdakwa ;

Surat tuduhan Jaksa Penuntut Umam, tenggal 14 Pebruar 1981 ;

-.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakaria Timus, tanggal 28 Pebruasi 1981
dan tanggal & Juni 198}, {entang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan meng-
adili Terdakwa-terdalowa N . i -

4. Penetapan hari persidangan dari Ketua Majelis Hakim Jakariz Timur, tangpel 12 BMazet

1981 ;. - . ' .

3. Pembesitahuan st surat tuduhan ofeh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa terdak-

wa ) . S

6. Surat-surat buki yang diajukan dalam perkara para Terdakwa;

Telah mendengar tuduhan-suduhan dipersidangan ;

Telah mendengar keierangan para Saksi di persidangan yang didenger ketes

para Saksi di persidangan yang didengar kelerangannya di bawah sumpzh ;

Telah mendengar tunivien {requisitoin) Jakes Penuniut Umum, yang peds pokoknys

berpendapat sebagai berikut :

Terdakwa I, NFLA BUDIWARNI bersalsh melanggar pasel 360 KH.UH.2. jo pasal
361 K U H P, karena kelalalannys atau kurang hati-hatl mengakibathen oramg lain luka

AAAAAAAAA

Lr b e

nya




358 Hukwm dan Pembangnan

Menghukum Terdakwa I, NILA BUDIWARNT membayar ongkos perkara \Lb(,ﬂ,,,u*
Rp TSDG {#ujuh ribu iima ratus rupiahy;

I c_;m"t:beb'_sk‘z.n Terdakwa 1, MAWAR KUSUMA dan Terdekwa 111, Dre. MARTUTY
dm secala 4uduhan, karena kesalahan Terdakwa H dan Terdakwa 111 tidak terbuki seears
syah dan meyakinkan ;

Barang-barang bukti besupa poto copy Kwitansi-kwitansi dan resep-iesep dokter
dilpmpirkan dalam berkas perkaranya |

Telah mendengar pula pembelaan deri Pembela Terdakwa [, yang pada pokoknya
sebagai berikut : '

Membebaskan Terdakwa 1, NILA BUDIWARNI dari semua tuduhm oleh karena
tidak terhukéi denpan syah dan mevakinkan bersalsh melakukan perbuatan yuang dituduh-
kan }:ep_z_{gianya, setidak-tidaknya melepaskan dari funiuien hukum, atau memberikan hu-
kuman yang Seringan-ringanaya mengingad Terdzkwa [ adalais niasih sangat muda, dan se-
dang mengiuti kuliah ;

Pembela Tordakwa {1, A4WAR KUSUMA, serta Pembela Terdakwa I Dra. MAK.
FUTT, mohon agar Terdalkws U dan Terdakwa 11 dibebaskan davi segala tuauhan ;

Telah mendengar selanjuiayva Replik Jakss Penuntut Ureum dan Dupplik . Pembela
Terdalwa I, yang masing-masing pada pokoknva menegagkan dan tetap bertahan pada pen-
Jirian ‘dan pendapatmnya masing-masing dalam Requesitoir dan FPembelaan (pledeinya} seba-
gai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dituduh sebagal berikut :

Bohwa mereka tertudul seeara bersama-sama afau bertindak sendiri-sendird pada tang-
gal 13 Pebruari 1979 atau setidak-tidaknya dalam tabun 1979 di Apotik Maribaya Jalan
Ortista Jakarta Timur atan seiidak-tidaknya disalah sate tempat dalam wilzyah hukum Peng-
adilan Megeri Jakarta Timur, karena kealpaannya dalam melakukan pekerjuannya atau shatu
Jabai:m sehingga menyebabkan orang lain mendapat lukz-luka beratyaitu Tertuduh I N
NILA BUDIWARNE dan Tertuduh IF Nn. MAWAR KUSUMA, sebagal Assisten Apoteker
telah menerima sebuah resep dari Dokter SOEHANDONO untuk Saksi MAISAROH dan
setelah Tertudun 1 Mn, NILA BUDIWARNIL membaca dan meneliti dalam resep tersebut,
eatelah membaca salah satu obat yang fercantum dalam resep tersebut, tulisamnya kurang
jetas, maka oleh Tertuduh | Nan. MILA BUDIWARNI menanyakan kepada Assisten Apo-
tekey yang lain yaitu Tertuduh IF Mo, MAWAR KUSUMA yang berfugas bersama-samsa,
kemudian setelah kedua Tertuduh menganaliss maksud dari tulisan dalam resep dokter
SOEHANDONO tersebut make mereka berpendapat : bahwa nama obat yang diperinkan/
dimaksudkan adalah CHLORPROPAMIDE, kemudian karena obat tersebut persediaannya
tidak ada, digani dengan obat yang sama khasizinya cleh Tegtuduh I Nn. NiLA BUDIWAR-
NI atas saran Tertuduh IF Mn, MAWAR KUSUMA serta Tertuduh I Nn. NILA BUDIWARME
menambah tulisan di ates resep dokter SOEHANDONG dan iersebut telah diserahkan ke-
pada Saksi MAISAROH dan yang seharusnya Tertuduh I Nn. NILA BUDIWARM] dan Ter-
mduh I Nn, MAWAR KUSUMA karena ada keragu-rsguan tentang tulisan dalam resep
tersebut seharusnya berkensuliasi terlebih dahulu dengan Apoteker MNn. Dra MARTUTI
yaitu Termiduh I, yang mengambil snatu keputusan menanyakan kepada dokier 80k-
HANDONO dan apabifa dokter SOEHANDONO tidak berada ditempat Apoteker berusaha
memperoleh keterangan dari Dokter yang lan, jika tidak terdapat secrang dokter, obat
ditvnda dan segera memberitzhukan kepada dokter vang bessangkutan setelaks in kembali
pada sazt tersebut di atas Tertuduh 11 Nn. Dra MARTUTI tidak berada di Apotik Mariba-
ya Jalan Otista, dan karena kelalaian/kurang hati-hati mereka Tertuduh ternyata dari saizh
satu obat yang diberikan oleh Tertuduh I Nn. NILA BUDIWARNI dan Tertuduh Ii Mn.
MAWAR KUSUMA adalah tidak sesuai dengan resep dasi dokier SOEHANDONO tersebut
di atas, yang seharusntya adalah obat CHLORMIDINE, tetapi oleh Tertuduh 1 Na, MILA
BUDIWARNI dan Tertuduh II Nn. MAWAR KUSUMA maupun Tertuduh I MNn. Dra
MARTUT! fidak menanvakan/memberitahukan kepada dokter SOEHANDONO atau dok-
ter Ininnya sehingea obat tersebut di stas diberikan dan kemudian dimakan/diminum oleh
$aksi MAISAROH yang berakibat MAISAROH tidek sadarkan dir dan d&i Opmame di




‘Menim ban;, bafiwa para Terdakwa mungkir terhadap semua tuduhan ; ;
" .Menimbang, balswa dipersidangan telah didengar Saksi-saksi yang memberikan keta-
‘rangan di bawah sumpah masing-masing :

. Dokter P.J. SOEHANDONO ;
Bk ter AJIE SUPRAYITNO ;
FSYARIFUDDIN

. ‘Drs. HENDRO SOEWARNO :
. Haji. DACHLAN HARAHAP ;
CDBERIVAL;

- Dokier IWAN DARMANSY AH ;

R TR S VT

Bﬁiiwa Lctermwm saksi-saksi tersebut dengan jelas tercantum dalam Berita Acara
. persidangan perkara ini, ketezangan saksi-saksi mana untuk singkatnya Putusan ini, seperiu--. . .
Cinya akan. dikutip dan dibahas di bawah ini dalam i}ubungazmya dengan keterangan para Ter- -

‘dakwa di dalam pembuktian perkara ini :
Mf.mmbansz, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Megesi Jakarta Timur, vang mament{sa'
dan munaa&uz para Terdakwa mendapat pengakuan dart Terdakwa I sebagai berikut : ]
" ... Bahwa Terdakwa i sewaktu di Apotik Maribava di Fatinegara Fakarts Timor sehaga;
Assisten Apotekes, pada iangsal 13 Mei 1979, menerima resep vang dibuat oleh Dokter
SOEHAMDONG uniuk penderiis MAISARO[I
Bahwa Terdakwa I miinga tolong kepada Terdakwa I yang juga Assisten Apoteker .
teman sekerfn pada Apotik Mardbaya untuk membaca tulisan dokier pada resep tersebut ;
thwq oleh Terdakws Il resep tersebut dibaca dan pada urutan obat yang pertama

sebagaz CIL ORPP()PAMH)A’

Y Eahwa T erakwa I yakm resep vang dibaca clch Terdakwa Ii ddala.‘ betul ’CHLGR-

PROPAMIDET

Bahwa menurnt pengakean Terdakwy | persediaan obat CHLORPROPAMIDE ticak
ada di f\.pouk M'usbava, maka oleh Terdakwa I, tanpa meminta pertimbangan Apoteker,
yaitu Terdakws [}, CHLORPROPAMIDE tersebut diganti dengan VYDIABINESE" ;

" ‘Behwa bepar Terdalws I mengaku memberi tulisan di atas resep tcrseimt dengan
tulisan "DIABINVESE”, maksudnya menumt Terdzkwa | sekedar ca atatan saja unbuk adanya
pengambilan persediaan obat ;

Bahwa menurui pengakuan Terdakwa 1, saat itn Apoteker pada Apetik Maribaya va
itn T ezddkwa 111 tidak ada di Apotik Maribayz ;
. Menimbang, bahwa Terdakwa {1 memberikan peﬂ_]clgsan di muka sidang sebagzai be-
rikut
Bahwa benar Terdakwa i bekerja sebagai Assisten Apoieker padz Apotik Maribaya
di Jatinegara Jakarta Timur ;

Bahwa Dbenar Tesdak\w II zfas permintaan Terdakwa I, membaca resep yang dibuat
“oleh dokier SOEHANDONO untuk penderita MAISAROH ; ]

Bahwa tulisan resep dokier yang tidak jelas itu olehr Terdakwa Ii dibacanya, yang
menurut Terdakwa 11 tertulis humf-huruf © ~ H — L dan ada pule husuf yang mizip-mirip
hurnf P dan olek Terdakwa II resep untuk obat pada umitsn yang perinma dibaca sebagai
”CHLORPROPAMIDb ”

' Bahwa Terdakwa II tidak memberi saran kepada Terdakwa [ untuk mengganti
‘CHLORPROPAMIDE”™ yang tidak tersedia di Apotik dengan "DIARINESE"

Menimbang, bahwa Terdakwa 11 mengakui ia adalah Apoteker pada Apotik Mariba-
va, in tidak berada di Apotik Maribaya pada pagl har tanggal 13 Pebruard 1979, karena ia
sendini adalah Pegawai Departemen Kesehatan Pusat Penelitian Parmast ; )

Bahwa menurut Terdakwa I, jika ada keragu-raguan tentang soal obat maka Assis
Gy Apote%gex wajib mefianyskan kepada Apoteker atau dokier vang membuat resEp

Bahwe Terdalowa I1I tidak merasa bersaiah dalam perkara ini dan menolak apa yasag
disuduhban kepadanya

Memnimbang, bshwa Dolkier SOEHANDOND memberikan bkeleranesn 4 mpka o




360 _ ko dan Vet hasusenan |

h-ua,n 1979, yaitu :

TCLORAMIDINE"

PCLOROQUINT

"BDECONALY

Bahwa menurut dokter SOFHARNDONO, antuk "CLORANHNNET Wl a talis
“CHLORAMIDINE®, fadi ada huruf H oantara O dan 1oopadabal tulisan vy bonar untuk
CLORAMIDINE ini menurut dokier SOFHARDONO. scharusaya antarn huraf O dygn |
fidak ada huruf H

Mmmlb.ms, bahwa Saksi Dokter SOFHANDONO memberd penjelasan bahiwy i
tidak memberi resep BIABINESE untuk penderita MAISAROH ;

Menimbang, bahwa Saksi Dokter AHE SUPRAYITNG, member keteranyan seha-
aai berilate )

& Eahwa telah datang ke RSCM/Rumah Sakit Cipto Mangun Kusmmo Jakarts pudy
tanggal ‘17 Pebruari 1979, pada saat Saksi dinas sebagai dokior jaga, penderita ixrmmd
Mf’%.!SAROH, yvang datam keadazn koma ;

CBabwa menurut szksi AJIT SUPRAYITNO, salah satu obat yang diminum oleh
Pemienta adalah BIABINESE yeitu obat untuk penderita sakit eula ;

* “Bahwa dolcter AJIE kemudian minta penielasan kepada Apotik Maribaya atas resep
vang dibuat oleh dekter SOEHANDONO untuk penderita MAISAROHN ;

Bahwa ternyata dokter SOFEMANDONO tidak memberikan obat DIABINISE ke
pada penderiiz MAISAROH, hal ini dapat dilihat dari resep dokter yang asli ;

Bahwa saksi berkesimpulea, di dalam keieranganmya dimuka sidane dan dalwms
Visum et Refentum Mo. 3379/VR/098592/A/1979, fungusl 18 Juni 1279 buhwa pende-
rita telzh mendapat akibat kemunduran funesi susunan saral pusat, didapatkan kadar
CHLORPROPAMIDE (DIABINFESE) dalam darah melebihi kadar pengobatan, kesimpulan
mana obat melebihi takaran discbabkan oleh CHLORPROPAMIDE (DIABINTSE) (crjadi
gangguan ingatan yvang iebih dari empat minggs ;

~ Menimbang, bahwa saksi SYAIUDDIN, memberikan keteranzan dimoka sidany
sebagai berikut ;

Bahwa iz adalab kakak MAISAROH, Ponderita, vane mendapat resep dari dokier
SORHANDONO, kemudian mengambil obat di Apolik Maribuya .

Bahwa setelah makan obat, penderita sekiinva tidak sembult bohkon piassan dun
kemudian dirawat di RECM selama 10 bulan

Bahwa saksi pernah ditanva oleh dokier AJH SUPRAYIING dari RSOM apakab
dari keluarga Penderita MAISARO ada vong sakit vulo, dijawab oleh saksi mdak ada

Bahwa Penderita kind berada & Palembane dan kelakuannya seperti anak-anuk

Menimbang, bahwa Sakst Drs. RIVATD Kepala Sekst Penpawasan Kosmetiha oJon
alat kesshatan DX, memberikan feterangan sebagai berikat

Bahwa Assisten Apoteker, dalam hal ada keragu-razuan tentang resep obat maka
Assisten Apoteker harus menanyakan kepada Apoteker atan kepuadu dokier vang menge-
Inarkan resep obat tersebut ;

Bohwa Apoteker yvang bekerja pada Pemerintaly bolel merangkap bekerm pada
Apotik Swasta, asal masih di dalam satu kota dan sewakiu wakin dapat diluibongi ;

Menimbang, bahwa menumnt Majelis Hukbn Pengadilan Negeri fakarie Timur, sete-
fah mendengar keterangan yang dibersikan oleh Terdakws 1 dan saksi-saksi sebagat yang di-
nraikan di atas, bahwa unsur kesalahan yang dituduhkan kepada Terdakwa T tefah tesbuk
menumui hukum dan keyakinan yaitv adanya kekurang hati-hatian dard Terdakwa [ dafam
melakukan pekerfanannya ;

Menimbang, Lahwa oleh karena ity Terdakwa I hapuslah dinvatakan bersalah melang-
gar pasal 360 KUHP jo pasat 361 dan dijatuhkan hukuman ;

Menimimng, bahwz hokuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negersi
Jakarta Timur, skan memperiimbangkan halhal yang memberatkan dan meringanken |

- R Y T




T S T A YT

. Yapgmesingankan :
vieeflerdakwa 1 belum pernah dihukam ; -
rdakwa -l berlaku. sopan dan memberikan keterangan yang tidak berbolipbaiiz

_fieﬁimbzmg, bahwa bukti-buk berupa fote copy resep dokier dan karin o
us tetap dilampirkan delam berkas perkars ; e

‘Menimbang, bahwz Terdakwa I dari pengakuannye bahws ia membaca tesen dok-
ter- SOEHANDONO tersebut atas permintaan Terdakwa I, karena Terdakwa 1 IaRgUATAZY

h

atas tulisan dokter vang diatas ressp ; LRt

o Bahiwa menurut Terdakwa I1-dari-tulisen-di atas resep vang dibaca menurut pengliha
tannya ada huruf C -~ H - L~ dan ada pule mirip-mivip huref 2, yang kemudian dibaca

CHLORPROPAMIDE" ; PR
. Bahwa Terdakwa I menurut.peagakuannya tidak menyarankan Terdalwa 1 untul
c.mengganti CHLORPROPAMIDE ini dengan DIABINESE ; SRR
4 Menimbang, bahwa menumt Majelis Hakim bahwa tentang kesalahan Terdakwa 11
* vang berupa kurang hati-hati tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan ; R\

i ..:-Meﬂimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa 11 harus dibebaskan dasi tuduhan Vs
ditudithkan kepadanya ; i P '

i Menimbang, bahwa Terdakwa 1, vang menurut pengakuannya ia pada pagi hari
da jam-jam ketja ia memang tidak berada di Apotik Maribaya, karens ia adalsh p;_g;;g'év}'ai
Departemen Kesehatan Pusat Penelitian Parmas ; R

o Balvwa Texdakwa ITI, tidak pernah dikubungi oleh Terdalwa I, tentang keragniramias |
atas-obat yang diberikan kepads Penderita MAISAROY ; : o
: ‘Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalshan Terdakwa 111 ¥
dituduhkan kepadanya tidak ferbuki menurut hubum dan keyzkinan ; v :

Menimbang, bhahwa cleh katena itn Terdakwa 111 haruslah pula dibebaskan dasi $he |
duban yang ditnduhkan kepadanya ; Lo i
iengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersanghutan ;

MENGADILI :

Menyatakan, bahwa Terdakwa 1.2 NiLA BUDIWARNI, bersalah telah melakukan
kejahatan ; oy 4 £,
. JKarena kesalshannya menyebabkan orang mendapat kemnunduran Fungsi Susan-.
- an Syaraf Pusat ™ . . VoA
. denghukum Terdakwa I, © MIL4 BUDIWARNI, dengan hukuman penjars selama
- & {enam} bulan ; ot
Meaghukum puls Terbukum, uatuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,
- (Ldma ribu rupiah) ; S
Menyatakan bohwa bukt bempa foto copy resep dan Kartu berobat untuk tetap
... dilarapirkan daiam berkas parkara ; . ¥ Y
. Menvatakan bahwa, kesalahan Terdakwa II MAWAR KUSUMA dan Terdakwa I
oo Dra. MARTUTI yang ditudehkan kepadanya tidak terbukd dengan syah dan meya -
.+ kinkan ; . - G e
Membebaskan Terdakwa II, : MAWAR RUSUMA dan Terdalowa 111 Dra. MAR U
dari segala tuduhan ; e

- DEMIKIANLAH, diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jekarta Timur pady’
herd: RABU, TANGGAL. 27 JANUARI 1982 dan pada hari itu juga diumumben di persida:
ngan yang terbuka untuk Umum di Pengaditan Megeri Jakarts Timur, oleh Kami, SCEMAR-
TOMO, SH. Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota masing-masing NV KAR.
TINIILIAS, SH. dan DARWIN LUBIS, SH,, serta dibanty oleh SOENARDI Ponitery Peng-
ganti, dan hadir pula Jaksa Penvniut Usnum, Terdakwa-Terdakwa dengan Pembela-Pembela-
nya ; . : . o

HAKIM ANGGOTA, . EETUA TERSEBUT,




 BEBERAPA CATATAN TENTANG PUTUSAN PENGADILAN
JAKARTA TIMUR
No. 05/PID/&81/TOL/TIM

Oieh : Heakie Liklikuwata, 8H

i

-Atfas putusan Pengadilan Jakerra Timur
Mo, G3/PID/81/TOL/TIM, redakst majalah
"Hukum daa E’cm‘mngunm", telah meimin-
ta kepada kami; beberapa komentar, Adalah
tidak mudah bagi kami uwnfuk memben
komentar, atas putusan itu. kerena persi-
dangan atas kasus tersebut, tidak kami ha-
dir. .
Melihat dan mengamati secara langsung,
suaitt kasus yang sedang diproses disidang
pengadian adalah penting, Dari pengliatan
dan pengamatan secara langsung, dapat ki-
ranya kita mengerti dan memahami, menga-
pa pengadilan tiba pada suatu kesimpulan,
dan atas dasar Hun  dibeniuk kevakinan
hakim dalam gangks menjatuhkan putusan-
nya, Pada hemat komi, suatn proses di si-
dang pengadilan: pada hakekalnya merupa-
kan forum komunikasi vang sedergjat an-
tara para pihak (1akim, Jaksa, Terdakwa,
Pembela. Saksi-saksi); dalam rangka men-
cort kebenaran materill; fetapl yang lebih
penting lagi menempatkan kasus tersebut
dalam proporst yang fepat sehingga suatw
putusan dapat dijatshkan secara adil baik
bagi  terpidana sendiri,  maupun  bagi
masyarakal secara keseluruhan.

Suatn  dlustrasi sederhana; yvang me-
nunjukkan bahwsy suatu proses di pengadilan
didasarkan vtas suatu komunikasi yury tddak
sedergal, yung mempunyal akibat, dihasi-
kunnya suatu prtusan vany fdak adil -

Amat seorang pengangeur dituduh, me-

lakukan sustu Tindakan pidana Pencu-

riun blasa (pasal 362 KUHP) Didalam
persidangan fts Amat tetap mungkin

Ietapt kKarena pertanysan-perianyaasn

dart jauksa, dan hakim kepada terdakwa

dan sakst, adalah sedemikian rupa; vang

Juga dalam mempergunakan  alat-alat
bukll yang sah, berdasarkan Undang-undang
menimbulkan masalah-masatah yeng patuz
ditanvakan. Seperit diketahui dalam prake
tek Sistim pembuktian dalam Hukum Acara
Pidana cenderung berkesimpwlan : Bahwa
apabila 2 saksi, diantora 3 saksi; mengatakan
Terdakwa bersalah; maka atas dasar itw; di-
beniuklah keyakings hakim, dalam rengka
menyatakan Terdakwa bersalah.

Dealam hal ini ratio psmbuatan suatu
keputusan; didasarkan atas perbandingan
score 2 — 1 ! Pada hal belum tentu, bahwa
perbzadingan score ifu menenjukkan ada-
nya kebenaran materiil,

Tanggung jawab terhadap putusan, me-
rupakan suain bidang vang delam Ihmun
ukum Pidana, yang kerap kali memperoleh
sorofan tasjam. Dalam rangka iai; Hukum
Pidana Klasik; terlelu menekanksn kepada
kesalnhan terdakwa. Falsafak pemikirannya,
zdaish baliwa manusia adalah manusia yang
berkehendak bebas, berarti (homorationa-
te); dan penuh kemampuan. Apabila manu-
sin memilh cara yeng tidak benar; Tangguag
jawab harus diletakkan secara penuh kepa-
dantya. Seperti diketahul falsafab ini (yong
mana mempengaruhi Hukum Pidanafcode
penal); diwarnai oleh faham Liberalisme.
liukum Pidana Pra Klasik, yang menekan-
kan pada perbuatan {(Dazd Strafrecht) ber-
geser  kearah  pengkanan pade  kesalahan
seorang (Dader Strafrecht: Hukum Pidana
Klasik), Asas Procsumptie innocentia lahir
dalam kurun wakiy ini. Didalam ilmu Ho-
kum Pidana Modern; kini, {erdapst suatn
adiran memandang bahwa tndak pidena
vang difakukan seorane baik dalam beniuk




SEKa e?mzr Hapuinoan chﬁ:ﬂm

an. da.am masyvzamﬁ akibat tidek pidana
i "}, danggung jawab bergeser dar ferph
Cdany ¥epada Fonksionaris Hukum. Hakim
‘delam - memberi putusan, harus melihat
jauh . kedepan- (foro casth, Kesalshan yang
“aga pada. Terdalows dengan demikisn mem-
‘punysl sifet funkelonil Pertanyaan - Hukum
atay findakan spa yang patut, diberikan ke-
pada - Terdalows;  kini maenjadi perhatian
wfama dard pads hukum, Mingkin sejak da-
_ﬁa"- pepguimtan dan: penuniutan, Tersang-
ks, _ss;zd‘_h cukup . merasalkan J‘F::ag*! suatu
keadasn ‘yang dirasakan baginya, sebagai
- hwkum, Fakior ini, dalam rangks tanggung
y 33%& Hakim. dalum .zangka putusannve
kiranya harus diperhatikan.
iMenurut pengamalzn - kami; ma!cteé{
Fen dilan dewasa ind, masih disandarkan
aada salam pikiran Hokum Pidana Eiasik
ini Beberapa contoh, vang telah kemdkalan
diatas; menguatkan pengamatan kawni ini.
Lebih Teagls, adalah bahwa cara bergegrs,
sudah melembaga sedemikian opa {rovtini-
sash); dan mengarah kepada ritualisasi,

" Memang untnk mewujndkan citrs keadil
i, hares ada pengorbanan, dan pasti pe-
agorbanan para funksionaris Hukum aken
membaws {erhadap pendekatan citra keadi-
e itu; apabile in mengerti msnusis-manusia
tersangka, terdalowa dan Terpidana,

gt RCR, i
EOMENTAR :

Puiusan Pengadilan Megeri Jakaria Timur
Ho. 05/PID/82/TOL/TIM tangeal 27 Januari
1982, menyriakan bahwa terdakwa I
NILA BUDIWARNI, bersalah telsh melaku-
kan kejzhatan ;

"Earena kesatahsnnys, menyebabkan oiang
mendapat kemunduran fungsi sustnen sva-
rah Pugat™,

Menghukum Terdakwa I, Nila Budiwarni
dengan hukuman penjara selama § {enam)
bulan; menghukum pula terhukum, untuk
membayar blayz perkara  sebesar Rp.
5.000 {lima ribu riepiah);

menyatakan bahwa bukti berups’ f‘m:o copy

resep dan kartu berobat uniuk tetun ditam-.

pirkan dalam berkas perkaza;

Menyataken bahwa kesaishan Terdalows ¥

MAWAR EKUSUMA dan Teedshowa @71
Dra, Mariuti yang diudohkan fepadanya
tidak ferbulti dengan svab dan ~meyakin-
kan; L

Fanps menghiraukan kehormatsn, saya
tarhadap keputuman Pengadilan Negeri Ja
kazta Timur, puegt mr%zaa.zm daaz;mm -
pada putmsan © :
Menghukem ferdaitwa I NILA 3133)37@'}%2%— -
ML dengan hukumsn ponjara g@ia ;
{enam) tulan, :

Komeniar terhadap ind, sete.ﬁj'a HEE
baca putugan tersebut; adalah by
keman yang dijatuliken terlzia bozarm ng-
ingat bahwa terdakwa 1 berdasar e :
bangan majelis hakim memberi pen :
kegalahian terdalowa 31 berups iméang hai
halil. Tesdakwa yang sebelumuny; .
ditinm; dan - noia bene msiakukaﬂ ﬁzz»: :
dak pidang hanys karena kelalaian: seyogis-
nya dalam menjatuﬂﬁan putugan maam&mg
celaan masyarakat juga faktor-fakior. g
ade dalam individu tgrdakwa harug zinngha-
tikan,

Kalau kita hanya memgezhatikan céiam
masyarakat sebagai talak vkumya; maka
bahayanys adalsh bahwa emosi bals ¥
dam aken menghismi putusan pidana Dian-
ini- adalah Karakteristik dari pada hakum
pidana yang ‘Uncivilized™,

Sebaliknyz apabila, faktorfzktor i _m?.ﬁ’ldu
turut puls diperhatikan, maka sedikit be-
nyak kasas tersebui ditempatkan. dalam
proporsi yang tepat, vong mans mempaiian
suatu hal pemberian putugan yang agil, fos

Tentn kifa tdak menginginkan sua‘éu
mekanisme Hukum Pidana vang - tegdalu
menitik beratkan pada verbuaian - {dagd
Seofrechs); aken tetapi Iita horos tetap
menjaga spar keseriusan daripads findak
pidanz berada dalam keadaan seimbang,
dengan keadaan vang terletak pada individa
(dader Berafrechi}. atas semuz i, maka
akhimya beban diletakkan kepads Hakim;
uniuk memberi putusan yang bertanggung
jawab, dan bermanfaat bagi terdakwa dan
masyaiakat pada umumnya. Pada Hakimlah
letak {anpgung jawab yang berat, uniuk
memberl putusan yang patut dan adil TH
tidk berat harus berkissr perihal @ Suam
puiusan yang paiut bagl Terdakwea dan ma-
syarakat dimasa depan. Tentu unmk inj
Hakim harus banyak berkomsulizsi dengan
psycholog; sosioloog, kriminolong, dan
social workezs,

Saya kirs, kontrukd jaian pildran saya ini,
sejalan dengan cltecita Pamasyarakaian se-
tarai falsafah nenshilarmnn




Flulkn dan Pembangunas,

depan - Terdakwa dan masyarakat. Dan une
il somipa ‘pada suztu keputusan yang ber-
“manfaat, bertanggung fawab; maka komuni-
kasi secara -manusiawi dalam proses per
adilan’ pidana’ ‘adalah penting karena dalam
rmgka pariugan PH Jakarts Thour sepertl
tersebut distas, saya tidak melilial secara-
langsupgproses tersebuf nmmun  dengan
melihat f_huimman vang lamanya penjara;
maka' saya ‘memperoleh kesan, bahwa ko-
munikasi segara manusiawi dalam hal ind
turangodiperhatikan. Dan juga berdasar
‘pértimbangan lain, babwa dengan diajukan
Tterdakwos T Milh Budiwarni ke sidang Pe-
“ngadilan, sikeadaan  ini sudah dirasakan
olah 2 ferdakwa ~'sebagal hukuman  pula
- Tekanan “Psychis vang dialami terdakwa 1
pasiisudah ada dalam tahap ini.
Helum, ‘kalau dilihat dari segi @ apakah ho-
Fuwman itu effektif atan tidak., Dengan me-
lihat latar beiakang, dari pribadi Terdakwa
I; saya berkevakinan bahwa putusan terse-
buioadalah terlale berat, Lebih-lebih o
apabita Kitn - tinjay akibat hukuman penja-
ra-yaitn oyaitn pencappan darl masys-
rakat dan setelah selesaluya hukuman pen-
jara. Pencappan masyarakat sebagal ex
napi,~merupakan scbab daripada staguasi,
perjalanan hidup seorang sebagai manusia.
Padatays, penghuni iembaga Pemuasya
rakatan, merupakan fakior yang patut puia
mendapat perhatian dari pada funksionaris
hukum. Politik hukum sedapatnya dibatasi
nanyp, pada kejahatan-kejahatan vang benar
menimbulkan keresahan miasyarakai (sub-

socialitag). Memaksakan seorang yang me-
lakukan tindak pidann, nota bene baru per
tama kaH, dan karena kelslains kedalum
Lembage Pemasyarskatan yang padat, dar
sudut kriminologt lebih membawa’ akibat
negatip ' daxil pada akibat positip. Selain
dari pada tidak ditunjangnya Lak asasi se-
orang (seolah-oiah manusia dijfadiken fom-
pukan barang): jugs ada kekhawatizan bah-
wa terpidena yang baru pertama kali mela-
kukan kefuliatan, melalui "proses belajur®,
dapat menjadi penjahat-penjaliat vang profe-
sionil.

Anggaran yang disediakan bagi Lembaga
lembaga Pemasyarakagan, juga harus menja
di pusat perhatian kita sampai seberapa
jauhkah anggaran tersebut dapal menun-
jang narapidanu menjadi inzan warga negan
yvang baik 7 keierbatasan anggaran mesupi
kan hambatan dalam rangka ini

Semua faktor fadi sebaiknya perlu mes-
peroieh pertimbangan, dalam putusan yang
dijatuhkan oleh hakim. Memang pertang-
gungan jawabnya adalah berat, namun sa
ngat mulia. Laksasa seorang Penar Bali, da-
lasn many matanya melrik ke atas-ke-bawal
kekiri-kekanan, maka para  funkstonaris
hukum harus bertindak demikian pula da-
lam arti; seeara arif dan bijuksana, melihat
seuala macam faktor dalam dirl tersangka
atau terdakws, dalam rangks menenivkan
suaiu putusan yang patut dan adi bagi fes-
dakws dan masyarakat secara keseluruhan
dimasga depan

JLAKSA
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tempat.di (mdtmu l)%’R R1 ekl hm"-
' embicaraan persababoian antara
i)eiegn.xsa.. arfemen Bro~el dengan DPR-RT
Dalam pertemuan vane dipimpin oleh Wk,
Kefua BESAP Ricardo Siahaan, telsh diada-
kan- pembicaraan mengens masaiah yang
menyangkut keparemenan, Dalam pembica-
raan “dersebud. Delepasi Paglemen Bruned
sangal kagum selinbungan dengan tidak ada-
nys 'Gpusisi dalam sistim ParJemen Demo-
keusi di-indonesia, dimana baik solongan be-
garamagpun Kecll duduk berssmm dan oie-
mutuskan-secara musvawerah dan m_zl‘z'mi
mengenai berbagal masulah.

Olch 'pmal' DPFR-RI dijelagkan -bahwa sie
tim vang dianut qekarang, ind terasa lebih
%crm‘mfam dan menjiwai dengan apa yang
ixrkmdlmg dalam Pancasiln dan UUD 1945,

“Dalam - “pambicaraan  tersehut Delegasi
Parlemen Brusct menyambut baik dan akan
selalu bekerjusama dengan ASEAN, Hal itn
dikayenakan mereka menginsali posisi mere-
ka di mana mereka jugs porlu Keadoan aman
don tenterasm,  inrena ifw mereka ingin
berbaik-baik dengan semua negara. Dabam
pembicaraan tessebut, Delegasi mengatakan
balrwa Perwakilan Brunei ngin mengadakan
ketfasuma dengan ASFAN. Bronei pada per-
temuan ‘vimier; Luar Negerl ASEAN &
Manila ‘pada tohun yang Il mengirim
delogasi vang hadir sebagai observer. Dan
Brunei juga akan mengirim delegasi dalam
peslemiuan Menteri Luar Megerl ASKAN
vang akan datang di Singapura

“Dadar perternuan fersebui Delegnst Par-
emen Brunel menanyakan pulas mengenai
sistim demokrasi & Indonesia. Dan mereka
sungai senang mendengar peajelasan-penje-
Tagan dasi pihak DPR-RI maupun mendsngar

;awabm atas’ ps: tanyasn-pertanyaan yang

T

Hadir dari pihak DPR-RI dalam per
temus terssbut Wh. Ketia BKSAP Ricarcs
Siahaan, Wk, Ketua' Eomis
H.A. Manaf Lubis, Anggota Komisi § DPR-
Ri Mudaffar Sjah, Anggoiz Komisi “[i}

DPR-RI Danny SH. dan Ketua Komm IV- X

Ediwan.

PERESMIAM GEDUNG PERTE-
MUAN WISMA DPR-RI _
Kelua DPR-RI, Daryatmo yang didamping
Sekjen DPR Wang Suwandi SH, hari Ramis
tangpal 17 Juni 1982, telali -meresmikan
pembuksan dan pemakaian gedung perien
muan  Wisma DPR bertempat di Kom-
piek Flat DPR Senayan Iakarta.

Eetaa DPR dalam posan setelah dlbukanya
pemakaian gedung tersebut mengemukakan
harapannya agar gedung tersebut benas-be-
nax dapat dijnga dan dirawat dan diperguna-
kan sebaik-baitnya. Gedung ind Juga dimak-
sudkan untok kemudahan-kemudahan bagi
para anggots terutama yang tinggal di Flag/
Wisma DPR  Senavan. Iasilitas gedang
dengan kapasitas 600 osang itu ferdis dar
raang  periemuan, meja bilyar, pimpong,
catur dan sebagainya. Selain berfungsi pula
untuk tekreasi dan aktipitas remaja, juga
dapat digunakan untuk pertemuan kekelo

argaat.

Sementara ity Sekjen DPR-RI, Wang
Suwandi SH dalam laporannya mengemu-
kakan bahwa pembangunan gedung pai-
temuan wisma DPR ind mempakan ranghgi-
an Fasilitas di Komplek/Wisma DPR Sene-
yan. Pasilitas-pasilitas lain yang jugs telah
dibangun (selesn) adalah lspangsn velly,
termis, sarana garasi mobil ambulance dan
sebagainya, Menjelaskan date-data dasi blaya
semua fasilitas derd sorama-swrams tsrsebut
dikatakan sebesar Rp, 1201.5%4.000 da-
/i oanggaran  DIP tahun 1920 / 1981,
Pe.mmmn Geumg e a’{emuan éembm zﬁﬁmw

e e P
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Hukum dan Pem bangunan

'iA?A%%}@@IAmN Ko-

311 h'ml yang telah dicapai PRO-
em rmta’n sependapat dengan Ko
Wi PRONA peﬂu dﬂassjutiz:an

.-gaiongah'ckonomi iamah yang -

saran PRONA diakuvi belum ter
&iapa Ecesamaan pendapat, tetapi SE MEN-

Mo, 1891981 dapat difadikan pe-
bahwa kepads Bupati/Walikots

gangan,
mad}a Kepﬂa Diaerah diminta dalaim me-
notaphkan lokasi PRONA agar benar-benar

m@mparhaﬁkan dagrah-daerah pemukiman
masyarakat golongan ekonomi lemah.
Demildan antara lain dikemukakan DIR-
i8x Agrazia Daryono, dalam Dengar Penda-
pai {diluar Gedung) dengan Komisi 11 DPR

RI @ipirapin oleh Wk, Ketua 1 WARSBITO
PHSPGIC, SH., di Direkiorat Jenderal
Agraria J1.  5i Singamangazaja, Jekarta

“Menanggapt laporan Bunjuagan Ketja
Homisg-H menpenad pelaksanasn PRONA,
oleh "DIRJEN Agrada dikataken bahwa
mengenal anggapan  masyarakat fentang
engurusan  sertifiket non PROMA  sulit
dan mahal, idak sepenuhnva benar. Mung
kin karena surai-surai vang menyangkut
subjekfobiek hukumnya fidak lengkap, se-
hingga wasalabnya demgan sendizinya -
dak dapai dizslesaikan dengan cepat. Ke-
mungkinan Inin  dikatakan bahwa tansh
yang dimohon masth dalam sengketa, se-
Dingge memerlukan penvelesalan  tersen-
@i sebelum  permchonan  sertifikainya
dizelesaikan.  Tenfang masih terselipnya
sazaran PRONA untuk golongan mampy,
DIRIEN mengatakan karena dstim penen-
iman  satuan lokasi dengan sistim  Dlok,
sehingga merupakan safu komplek, maka
permochonan tersebut terpaksa diselesaikan
juga melalui PROMA. Unink ind jumlshnya
selatif khecil bia dibandingkan golongan
gkonomi lemah. Ditambabkan pula khusus
penyelenggerasn PRONA di DEID Jaya,
yang mennui ketentuwan EKTP tidak
dipersyaratkan dalam permochonan sertifi-
kat, untuk DT Jakarta XTP dipersyarat-
kan guna memudahkan penelitian, apuakah
pemchon bena-benar pemilik dan peng-
huand fanah vang dmchon, Dengan kebiinke
wanaan yang dtempuh d DEE Jakacta ha-
nva melayani permohonan vang luasaya
makzimum L0080 m2, ‘Dﬂagé pemilik tansh

Tk, T yang teluh bebag dzm merpaka

Mepanggapl pertanyaan Komisi IE ten-
tang proyek Tramsmigrash, KALBAR
JEM mengatakan bahwa uniuk proyek:
yelo transmigrasi tidok diberikan ganti
farena peﬁyeaiaaﬁnya melalul  pra
BAKOPTRANS dimana penstapan 1
dengan usulan SATBIMN I/Gubersu

naih MNegara.

Menjawab pertanyaan Komisi i
peiaksanaan pemberian hak Guna Usaha a5
tanah perkebunan yeng ferkena KEPR&S
Mo. 32/1979 vo Peraturan Menterl Dalam
Megeri Mo. 3/1979, oleh Drjen dikataian
hahwa bahwa dari data-data Pendaftaran Ta-
nah dari ¥antor Agraria & daerah-daersh
maka tanah-tanab perkebunan vang terke-
np KEPRES tersebut melipud £ 812 -per-
kebunan luas areal & 308445 Hu Sejak
herlakunya KEPRES tersebut diterima per-
mohonan pembaharuan Hak Guns Usaha
sejumliah £ 110 pemohon (51,608 Ha) Di-
antara perkebunan vang terkena XKEPRES
tersebut ada yang tidok dapat dikembalikan
kepada bekas pemegang haknya, oleh kasena
diperlukan untuk pembangunan oleh Peme-
rintah sepertl @i JABAR 5 perkebunan
unmuk Proyek NES/PIR dan 2 perkebunan
di Kalimranian Selatan, di Bogor untuk
pengembangan wilayah, di Bali untuk pene-
litian inizh oleh Universitas Udavana

Lebik lanjui Dirjen mengumumkan bah-
wa gunma mempercepal penyelesalan masa-
Inh tenah, sejak 1 Jull 1982 DITIEM Agia-

fda menyediaken Kotak Pog No. 3725
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Mo, 5

tahun 1979, Pegawal Pemerintah DATL I
Timor Timur dan pegawai harian yang
diangksi dan secara nyata bekerja sampal
dengan 31 Maret 1979 terhifung mulai 1
April 1979 diangkat langsung menjadi Pe-
gawal Megeri Sipil, sampal sekarang ber-
jumlah 3,904 creng. Dissmping itn masih
ada temaga honorer yang sedang dipikis
kan pengangkatannya tferdin dari Gum
(1.036 orang), Paramedis 251 ozang dan
PEMDA 1.290 orang jomlah 2.577 orang
vang mungkin masih berkembang, karena
masih dalam pemeriksaan di kecamatan-
kecamatan.

Dremikian aniarz lain tanggapan Kepals
Badan Adminisirasi Kepegawaizn Negara
{BAKN} AE ’“Y'ﬂ"“h“ﬁ"lﬂa terhadap perta-




%{:'r_éa;mt sejumlall temaga HON-
: dipekezjakan oleh PEMDA, Peme-
Tintan mienvetujui pengangkatan  fenaga
HONDA itu sepanjang syarat sehagaimana
diagtur, dalam . Peraturan Pemerititah Mo, 6f
1976, seperti Tenega Medis/paramedis, te-
nege. pengajar/Guie SD yang sampai -de-
ngan tanggal 31 Maret 1982 dan telah nya-
ta =kiif bekesjs  dan dilandast Surat Kepu-
tmsan Pengangkatan/Neta Dinas Penugasan,
Juga ‘bagi Tenags HONDA PEMDA, Polisi
Pamong Prajs, tenaga pengairan (E & P =
Eksplozms; dzm Pemeliharaan).

____M_;:n}g_wab pertanyaan Komisi 1} sehu-
bungan - dengan  Pengangkatan  Kepala/Pe-
rangkat - Kelurahan sebagai Pegawnl Ne-
geri -8ipdl, Kepala BAKN  mengaiakan
bzhwa . berdasarkan UU M- 5/1979 Ke-
pala. dan . Perangkat ¥elurahan diangkat
menjadi. Pegawal Negeri Sipil, sedangkan
KepalafPerangkat Desa iidak, sebagai petak-
sanaannya dikeluarkan Peraturan Pemerin-
fah Mo. 5.Tahun 1980. Menurut catatan
BAKN sfd 30 Juni 1982 Kepala dan Pe-

BT

rangkal Kelurahan yaﬁg dianglat mer:jar_ij :
Pegawal MNegerl Sipil berjumlah 28.375
orang. . S

Sehubungan dengan kenaikan pangkat
Fegawai, sebagainrana dilaporkan Komisi i,
oleh Kepala BAEKN dikatakan memang
hatus diakui masih ada Pegawai Megerd, Bi
pil yang belum mengalami kenaikan pang-
kat melebihi 4 (empat) tahun, sebab-seban-
nva antara lain Daftar Penilaian Pelzﬁ(smm
Pekerjaan fdak baik, Telah memiiki pang-
kat tertinggi berdasarkan fazah yang d.mﬂp :
ki, Melampaui pangkat atesan langsungnvi,
Telah memiliki pangkat tertinggl memini: .
esclonnya. Adapun yang menyanglut wnas-
alah pembayaran pensiun dikatakan bahwa
berdasarkan KEPPRES No. 56/1974 terhi-
tung 1 Januari 1975, setiap Pegawai Negeni
dikenakan iuran dana pensiun sebesar: 4
dard  penghasilan, dengan KEPPRES 5/
1977 iuran pensiun ditingkatkan men-
Jadi 4 3/4 %. Pembayaran pensiun sampai
saat ini dibebankan APBN pembayaran oieh
KBN, untuk daerah dibebankan APBDY'gin
bayarkan oleh Kas Daersh vang berszmg~
Kutan.
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'Ada_nya lembags Surat {jin Usaha Penss-
bitan Pers (SIUPP) sebaiknya jangan dikait-
kan.dengan kebebasan mengeiuarkan penda-
pat atau Kebebasan peis atauw ziat untuk
mengadakan sensor oleh pemerintah, tetapi
hanya .dikeitkan dengan segi ekonominya
saja, - Hal itu dikatakan bekas Keiua Mahka
mah-Agung Prof. Qemar Senoadji, SH da-
izm Panel Diskusi di Lembagz Bantuan
FHukum Jakarta baru-barz ini. Menugut Se-
no Adil masalzh perfiinan bagi usaha pener-
bitan pers tidak ada kaitannya dengan ke-
bebasan menyataken pendapat, Karena kebe-
basan mengeluarkan pernyataan/pikivan ada-
lah- “code of publicadon™ sedang ijin
usaha penerbitan pers adalah “code of
enterpriss”. Masalzh perusahaan pers dikate-
gofikan dalam “'code of enterprize” bukan
"Code of publication™ yang berkaitan lang-
sung dengan kebebasan pers dan bukan eo-
de of profession™ yang umuwmnnya bersang
kutan dengan kode eifk atwun  prilaku.

Se s o e el ok

Meayambui Rancangan Undang-Undang
Perubahan Uadangundang Pokok Pers, T.
Mulva Lubis SH LLM yang Direkiur LBH
Jakaria mengatakan, daiam beberapa hal ada
kemunduran yang membahayakan pers di-
masa datang. Iz melihat BUU Perubahan
Undang-undang Pokok Pers seperti meles-
tarikan  “pers jinak™ seperti selama ind
Pers sebetulnya digembalakan untuk tidak
menjadi “the fourth estate” atau kekuatan
keempzt disamping eksakutif, legislatif dan
yudikatif, yang ditarik menjadi “kerabat™
dan "kawan seiring”. Mengenai SIUPP di-
katalan, hak uafuk menerbitkan pers dikua-
tirkannya akan tumbuh perusshaan boneka
di bidang pers. Juga kedudukan Menizri Pe-
negangan sebagai Ketua Dewan Pers disinya-
Bigmya akan bisa menjadi kepanjengsn darl
kekuasaan.

kel s
Senghkets tewa menyewa atau pengpuna-

an paamahsan yang sudah diputus gubernug

Deinikian antasa fain bunayi Surat Kepurusia
Bersama (SKB) Menicri Susial dan Menternt
Dolam Megesl nomor 15 dan 168 tabin
1982, e
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Rapat Panitia Pemnililian indonesia untulk
penetapas anggeta Dewan Peywakilan Rz:ik—
yvat 1982/1987 hasil Pemilthan Umam 4
Mei yang lalu yang diphmpin langsung oleh
Menieri Dalam Negerl Amirmachmud selakn
Ketua Panitia Pemitihan Indonesia menctap-
kan uatuk Dewan Perwekilan Rakyat Re-
publik Indonesia (DPR-RI} Golongan Kar
ya memperoleh 246 lkursi, Partal Persptuan
Pembangunan 94 kursi dan Partai Demeo-
krasi Indonesia 24 kursi. Jumiah kursi yang
tersedia di Dewan Perwakilan Rakyat se-
banyak 460, tetapi vang diperebutkan me-
falul Pemilihan Umum hanyalah 360 semen-
tara sisanya melalni pengangkatan. Jumlsh
246 kursi yang diperoleh Golengan Karysa
4 kursi adalah dipereleh di Timor Timur
yang diambilkan daxi jumlah 25 orang ang-
gota Golongan Karya bukan ABRI vang
diangkat.

Dr. Soerjono Soekanto SH MA, Dosen
Fakultas Hukum Universitas Indonesia me-
ngatakan, kriminsfites merupaken suatu
gejela paiologis yang memang memerlekan
pencegahan dan penanggulangan sungsuh-
sunggubk, Pencegahan dan penanggulangan-
nya memerlukan program-program sesta pe-
nerapan pregram yang terencana dengan
baik serta ditegakkan secara  terpadu.
Menumut Soerjonc pads dasatnya kyimi-
nalitas ferjadi oleh karena di dalam dini
pelaku terdapat ketidak serasian antara ke-
kuatan-kekuatan ekspresif yang terdapat di
dalam dirinys dengan kekuatan normafif
vang terdapat dalam  lingkungan sosial
Sedangkan sebab kriminalitas senantiasa
akan dapat dikembalikan pada kekuatan
ekspresif dan normatif.
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semuanya harus sarjana hukum dan akan di-
“angkat, menjadi pegawai negeri setefah se-
- mug; :pezsyarz_ita_u telah terpenulii. Tenaga
pcneliti ini . nantinya akan  mesupakan
ic naga m;:: penediti }s.ejaixaaan dalam tugas-
nya dibidang hukum. Dikatakan, ¢ gkamng
Jni baru 1 fenaga peneliti di Kejaksaan
Agung yvakai Prof. Karim Nasution sendiri.
Karena perkembangan hukem negsra ini
momerlukan banyak penelitian, khususnya
‘perkara-perkara dibidang  hukem  pidana
sedangkan fena g dari kejaksaan  sepdiri
ternyata belum memcnuhi hampan 1
g aksa Aguﬁ mc:ngam‘mi suaty. kéb_JaP-
_'mcmbemuk sendir tenaga’ pe-
ne Fieg ,\,a_n dimiliki oleh kejaksaan Agung,
vang ‘igasnya hanva dalam bidang pene-

BT TR

“Peradilan  Perburuhan memang harus
dibentuk segera mengingat perkembangn
negara: kita mengarah ke mdustmhsasx R
demikian Ketua Badan Bantusn Hukum
Tenaga Kerja Sosnarto Seercdibrote  SH.
Advokat vang dulu pernah menjadi ketua
Peradilan Jaya i menvebutkan, sebenar
aya Pg (Panitia Penvelesmian Porsslisihan
Perburahan) yang kini ada, belam berfungsi
efektif sebagai peradilan. Sebab, untuk
mengakseicusi putusannya masih membutuh-
kan fiat (jin) dari Pengadilan Megeri. Dan
kalavw ada pihak (umumnva majikan) tidak
mau melaksanakannya, kata Soenarto sank-
sinya, amat tingan, hanys denda Rp. 10
ribu, sehingga cendrung lebih baik mem-
bayar denda suja. Seandainya-kelak betul
betul dibentek Peradilan Perburuhan se-
baiknye kedudukannya berada di bawah De-
partemien Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sekedar  administrasinya saja. Sedangkan
secara operasional, karena merupakan peray
dilan, harus di bawah pengawasan Mahke-
mah Agung, seperti Peradilan Agama, Mili
terfatau  peradilan wmum yang semuunyé
mempunyad induk masing-masing dalom hal
adminisirasi.

;‘%::i::?:#:*ﬂ:*‘%’i

Tiga pembunuli bayaran dazi Singapu-
ra awal fni lalu dijatuhi hukuman oleh
Pengadilan Negeri Jakastz Pusat, akhiraya
menyataksn menesima hukuman tcrsebut
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demilian, ketiga pemuda pembunuh z:aya,—.
an itw akan menjalani hukmn'mnya masmg—
masing dua tehun unwk Ang Hong. )
{26) serta satu tahun tiga bulan unfuk -
sing-masing Wong Tes Kim dan Lai 2k
Sieng. "
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Kamal Firdaus SH mengongl apia _<;ﬂ=5a-
reh keadvokaton  sejak jaman - Resne«.w:,
babkan pada abad periengakan pmfas& At
vokat itu sudah dianggap susin ‘bisnis
suatn profesi komersil. Dalam me "m}:; -
kan argumentasinya itu pengacars ‘mauda
Iulusan FH UGM ini mengatzkan,  Adyo!
kat tidak perlo malu  dikatakan ' bisnis.
karena bisnis tidak berart jelek “asal e
nempuh cara’ yang haldd  Yang “memaln-
kan, ungkap Kamal "kalaw dslam menca-
pai tujuan bisnls ite sampal menghalal
kan cara™ katanya. %

Wawasan Nusantara sebagal  konsepsi
kewilayaban sudsh mendesak nntuk dijo-
barkan lebih lanjut dalam  berbagal per
aturan perundang-undangan nasional. Apg-
lagi setelah wawasan itu  sendiri sudah
diterima dan diakui dalam Konprensi Hu-
kurn Laut  Persatuan Bangsa-Bangsa ke
tiga  dan  menuvangkanuya  dalsm  pasal-
pasal koavensi bukum lant infermasional
veng baru. Hal itu dikemukakan oleh Juss
Fathma Hakim SH dari Pimpinan Tembaga
Bina Hukum Laut (LB,

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat aken
meminta bantuan Kedutann Besar Indo-
nesia di Belanda lewnst Departemen Luar
MNegeri unfuk melaksanskan putusan menge-
nai pengembalian gadis cilik Kurniyati (6th)
dari orang tua angkatnys di Belunda kepada
oTagg tus kendungnya di Iakartn Datam

putusannys . Pengadilan MNegeri Jakarta Pu-

sat dengan Hakim funggal Ruwivanto SH
menyatakan gadis cilik Kurniyati vang kini
berzda  di temgah keluarsa Fredrick de
Best di Mederland harus dikembalikan ke-
pada’ Muliammad Yus Amir yang tnggal
di Jakartz. Adopsi (pengangkaian anak)
Eurniyati oleh De Best dan istrinya Martje
Hoogeven lewst Pengadilan Negesi Jakarta

.




kandungmyd, Bahkar terbukil, Kurniyad
yang” emudian dirubah namanya menjadi
Miiah,“diperoleh lewat suaty kejahatan pen-
eplilan,

R

Eulusan PTHM (Perguruan Tinggi Hu-
kum Militer) yang umumnys menyibuakkan
dizi.dalasn Imu Hukam Militer ketika di
" bamglku . kuligh, ternyata juga  berminat
melanfuilan sindinya ke Peandidikan MNota-
- rigt. Fakuitas Fiukum Universites Indonesia.
Yol itu. ferbuki pada pendafiaman ma-
muk - ke Pendidiken Notariat Fakultas Hue
kyum UL vatuk tabun akademi 1982/1983
meng bebermpe dianiara yvang berminat ada-
iah Inlusan perguruan tinggl tersebut.

e e ek oy

fnam  belas Kepala Kejsksaan Tinggt
{¥aietl} di sefurub Indonesia, dalam wakiu
dekat skan digantd, demikian diterangkan

Hukum dan Pembangunon

Kepala Hubungan Masarakat Kefakszan
Agung AA Gde Mgurah SH belum lama ini.
Penggantian ke-16 Kepala Kejaksaan Tinggi
ity dimaksudkan untuk kepentingan Dinas.
Pelantikannya akazn dilakukan sendiri oleh
Jaksa Apung Ismail Saleh SH.

da sk ek ok

Tiondro Wijono (46) dihukum penjara
3 sahun 6 bulan karena secara sah dan me-
yakinkan memalsukan wang dan mengedar-
kannya. Perbuatasn itu dilzkokan bulan Sep-
tember dan Oktober 1981 lalu, di mana
uang asli difofo copy dan selanjutoya di-
cetak. Menurut Pengadilan Megeri Suzrabaya,
terfuduh dalam waktu tiga bulan mence-
tak 7.056 lembar uang ribuan bergambar
D Sutomo, tapl yang diedarken bara 150
fembar.

Hizbuilah
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'S@iﬁmﬁ A UTARA (FH——USU) Me-
' sirm
Paé' 'bulzm Mei vang lalu telsh mengadakan
'kegfaﬁam ileiah” berupa ceramah ientang
- PHukum Pidana di Indonesia” yang disam-
Y pa}l{aﬂ oleh, Prof. Sudarto SH. Menurut be-
- ¥Mantbehwa halkum pidana mempunya; dua
fungsi; primer dan sekundes.
Primer, sebaga; sarana penanggilangan keja-
hatam, ssdangkan fungsi sekunder berupa
keginian membatasi tindakan pengnasa supa-
ya tidak bextindak sewenang-wenang, Tam-
pak «hadiz dalam acara temsebut, Dekan
FH~USU Sanwani 3H; Raina Sari 8H, Rat-
na Sari SH, dan para mabesiswa tingkat
akbir, dengan mengembil fempat di ruang
judiciom Prof. Dzulkarnzin SHL

Kembail pada bulan yang sema menveleng-
garakan cerameh yang disampaikan oleh
Dr. Dimyati Hariono SH (anwil Depi
Kehakiman Sumut) mengambil fema "Wa-
wasan Husantara Dalam Hubungannya de-
ngan Pancasila den UUD’ 457, Dalam salah
satys ’ﬂ'tgzan ceramahnya, dijelaskan bahwa
zaiah satu sandi eksistensi negara kita vang
dapat dijadikan Hilk tolak penmpuraian ten-
ieng. Wawasan Musantara adalah fakter
wilayah Indonesia, Adalah mempakan nega-
r2 yang mempunyai tiga unsur, darat, laut
dan udagza. Bahkan wilayahnya mempuuyai
itata gambar yang khas sebagai gugusan ke-
pulavan atau kawasan Musantara dimana
matza wilayah lzut menduduki tempat yang
memberi corak tersendiri sebagaf salak sate
ungur pembentuk wilayah negasa.

Lebih lanjut dikatakan, -bahwa  eksistensi
Wawagan Husaniara tesletak dalam perpadu-
an daa faktor yaife kesatuan dan geografis
yang tak terpisahkan satu sama lain. Ce-
ramah tersebut dihadiri oleh Dekan FH-USY
staf ‘pengajar AL Arifin Siregar, Murhaina
Burhan 8H, Ratng sari SH serts para maha-
siswa yang memadati ruang judmmm Prof.
Dzz.l&ammn SIf

Dekan FH- {TSU Sanwani Nasution di ruang

judicium “Prof. Dzulkarnain tanggal 12 Juni
TN T IR T ) TR L T I P SRUT  JE

memakai gelar sarjana hukum, (MA)

FAEULTAS HURELUM &W
BANDUNG.

Personalia Senat Mahasiswa untulk 'gsaneée
1982/1883 telah terpilih dan telah iexsu-
sun §enrricap
Upacura pelantikan dilakukog oleh BPH
FH-UMINUS tanggal 26 Jum. iaiu Ber-
tempat di Aula UNINUS jalan " Terusan
Halimun 37 Bandung, g

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
INDONESIA (FE-UL) JAKARTA

Sebanyak kurang lebih 5600 orang calen
mghasiswa basu FE-UI bagian sore ‘telah
mengikuii ujlan  saringan  masuk | lokal,
yang disslenggarakan bersamaan ¥ dengan
ujian Froyek Perintis I tanggal 7—-8 Juni ber-
tempat di stadion Utama Senayan. ¢ "

Dari sgjumlah calon terssbut, hanya akan
diterima sekita: 200 orsng mahass,swa, su-
atu jumlah yang tidak jauh berbeds deﬁgan
jumiah yang diterima pada bagian pagi
dibawah wjian Proyek Perintis L

Sehubungan dengan dimulamya tahun ake-
demis 1982/1983, maka Fakultas -Hukam
Universitas Indonesia melalui Froyek . Pe-
rintls ! dan Ujlan penyaringan Falmitag
Hukum Bagian Sore {elah menerima seba-
nyak 400 orang calon mahadswa Di bawah
ini adalah nams-pama calon mahaszswa fer-
sebut : :
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" Bagi ‘muhasiswa hukum tenfu pernah
mendengar nama Sahardjo yang gagasan-
nyz menjadi pedoman bagi para hakim di
Indonesia sampai sekorang i, Gagasan ind
diloritarkan “pada sebuah sidang Lembaga

Pembinasn Hukum Nasional bulan Mei 1962

dan menarik perhatian Mahkamah Agung,
sehingga menjadikannya Surat Edaran no. 2
tahun 1963, Isinya menyatakan tidak berla-
ku'lagi beberapa pasal davi KUH Per. Dan
pemyatazm Ini membawa ergin segar datam
perkembangan hukum di negara kita untuk
menarapkan hukum yang sssuai dengan ji-
wa  Undang-Undang Dasar. "45. Maka tak
heran, kalau kermudian Universifas Indone-
sia “menganuzerahi gelar doctor hosnoris
causa dalam ilmu hukum atas jasg-jasanya
yvang disumbangkan di bidang pembaharuan
fukem.

Siapalkah sebenamya Di Sghardio SH 7
Nama Sahardjo dikenal dalafiBunis peradil-
an @i Indonesia sekitar tefun '60-an. Ia
adalah menterl Kehakiman pertamia setelah
negara Indonesia kembali menggunalkan Un-
dang-Undang Dasar 1945, Karlernya diben-
tuk dalam lapangan hukum. Diawsd setelah
Sahardio Iulus dari Sekolsh Tinggi Hukum
(RHS) Jakarta tahun 1941 Sebagal se-
orang Jurist, Sahazdjo bekerjs pada Departe-
ment van Justitie (sekarang : Dep. Keha-
kiman) Hindia Belanda. Ia pernal pula be-
ketja sebagal hakim di Purwokerio, selama
kira-kira delapan bulan (1941).

Pada masa Jepang (1942--1945), Sahar-
djo bekerja sebagai pembanin Prof. Mr. Dr.
Supomo yang pada waktu itn menjadi Kepa-
Iz Eantor Kehakiman {(Hoold Eyokuyo).

wF A U L

men Kehakiman setelal Indonesia merdeka.
Sehingga tak heran, ketika Prof. Mi. Dr. Su-
pomo dilantik sebagai menteri Kehakiman,
Sahardjo menjadi salah ssorang stafnya. -
Mulal saat itulah, kariernya dimulai yang
kelak skan mengantarken di tangga peme-
rintzhan  yang tertinggi, bukan meidlm
peraataraan partai politik,

Penganut pandangan Juridis-Historis
Historis

Ketelitian, kecermatan, ketekunan dan
penafsiran yang - iepat terhadap suatu un-
dang-undang edalah ciri khusus yang dimili-
ki oleh Sahardjo. Keahlian ini sengat mem-
banptu beliau tatkala mempersiapkan zanca-
agan vwadang-undang yang akan dimajokan
ke Dewan Perwakilan Rakyat. Juga keahlian
itu tidak membuatnys menjadi penganui
aliran yuridis dogmatis. Tetapi berpandang-
an yuridis historis dalam hukum. Yaitu ti-
dak hanya mendasarkan dirinya pada keten-
tuan-ketentuan Undang-Undang Dasar atau
peraturan-peraturan Iainnya yang berlaku,
tetapi juga padz hukum dasar yang tidak ter-
tulis, yaitw aturan-aturan dasar vang timbul
dan terpelthara dalam praktek penyelengga-
raan negasa meskipun tidak ditulis.

Sepi ing pamrih, rame ing gawe

Adalah sifat-gifat pribadinya yang me-
warmnai perflaku Sahardjn dalam hidupaya,
disamping kesatuan dalam perbedaan, perbe-
daan dalams kesatuan, atau Bhineka Tunggal
ika.

Sebagal penganut kebatinzn Jawa, me-
warnai pandangen belau feniang hukem




o

yang digali di dalam bumi sendiri. Pancasiia
nate bersumber pada keprzbaéz«
an angsa "Kita sendirl. Karena itu ankum
yang berlaku di negara kita harus
iali bersumber pada Pancasila.

Pandangan-pandangan beliau membuah-
kan terciptanya lambang Pohion Beringin se-
bagai Peagavoman Hukum Pancasita. Dan
ditetapkan menjadi lambang Departemen
Kehakiman sampai sekarang ind.

Menuzut beliau, hukum ditbaratkan se
bagai ‘pohon  beringin vang harus dapat
memberikan pengayoman (perlindungan dan
iesejukan), mengenzi pengayoman hukum,
tidak safa harus diberikan kepads anggota-
anggota masyarakat bebas, tetapl juga da-
pat dinikmatl oleh para nara pidana. Akhbie
nva mewujudkan istilah Lembaga Pemasya-
rakatan menggantikan sebutan ‘rumah pen-
jara’. fuga sebutan orang hukum digand
dengan istilah nara pidana. Gagasan-gagasan
ini diterima secara resmi oleh Konpereasi
Kepenjaraan Seluruh Indonesia 27 April
1964 di Lembang Bandang.

Pembaharuan Hulum terus dilakukan

Dalam rangka pendidikan moral bangsa,
turut memberikan swmbangan  pemikiran.
Belize mengganti istilah Kewarganegaraan
menjadi kewargaan negara. Yang membuat
pendidikan Civics yang terkenal saat itu
uatuk membentuk Manusia dan Masyara-
kat Baru Iadonesia, menjadi pendidikan
Kewargaan necgara.  Pengganti istilah ini
lebih banyak ditekankan pada pengertian,
isi, kewajiban, fugas dan hak warga ne-
gara.

Tatkala Konstitasi RIS diubah menja-
di UUDS 1950, beliau berusaha agar hake-
kat Megara Proklamasi 17 Agustus 1945
tetap, kendatl YUndang-Undang Dasamya
hukam UUD’ 435,

Pendapat Drs. F.K.M. Harshap sshal se-
orang teman dekatnya. Sahardjo adalsh

areng lamban, pintar, feliti, jujor dan
adil.  Alasannya  berpendapat  begitu 7

Sifat lamban terfihat pada periode pendi-
dikan vang dialuinya. Pendidikan dokter
tidak ditamatkannya, meski cita-citanya se-
jak gemula. Pula, saat belajar di Sekolsh
Tinggi Hukom (RHS-FHUI sekarang), baru
tamat setelah menjalani studi selama § ta

Hudunt ddn Fémbangunan

antara lain Undang-Undang Ia.ewarganeg'tzw
an Republik Indonegia 1958 dan Un:
Undang Pemilihan Umuam 1955, Belia
it aktifl membina hukom nasional me
Badan Pembinaan Hukum Nasienal (B?Ii’%)'
Departemen Kehakiman.

Sahardjo sebagai Pendidik

Belian dikenal pula sebagai pendidik, Ke-
tika Perguruan Rakyat didirikan pada tang-
gal 11 Desember 1928, Sahardjo setamat-
nya dari AMS bagian B ini menjadi guru di-
situ. disamping menjadi gurn ilmu pasti
pada AMS

Di Kweekscheol Perguruan Rakyat itu,
Sahardjo bertemu dengan Raden Roro Siit
Muzaini Jayanegara seorang muridnya vang
mewuwjudkan perkawinan dan membuahkan
keturunan 9 orang.

Selama kira-kira 9 tahus mengajar, Sa-
hardjo mengatami pahit getiimya perjuang-
annya untuk kepentingan Perguruan Rakwat
khusasnya dan pendidikan nasional umum-
nya. Sahardjo  bersama-sama  rekan-rekan
guru laipnya menentang “Undang-Undang
Sekolah Liag” pemerintah Hindia Belanda
vang meagalami hidup dan berkembangnya
pendidikan swasta vang bersifat nasional.
Dan ditengah-tengah kesibukannya mengajar
mrasih sempat melanjutkan kuliah di Sekolah
Tinggi Fukum (RHES).

Bakat dan jiwa mendidiknya ditunjuk-
kan lagi dalam salah satu sajaknyae Fajar te-
lah Menyingsing. Sajak fersebut memperl-
fatkan perpaduan antara jiwa pendidik, se-
miman dan ahli hukom. Sajak itu memperli-
hatkan kepribadiananya. Ilantas kemudian
dijadikan lagn wajib bagi anak-anak nakal di
Tanggerang yang dinyanyikan tlap-iiap
tanggal 17 Agustus.

Kegederhanaan hidupnya

saat menjabat Menteri Muda Kehakiman,
belizu ditawari pemerintah untuk pindah
dari rumahnya vang kama di Salemba Gang
Tengall yaitu romah mertua belau, untuk
menempatl salah sebuah rumah di daerah
Menteng anak dan isterinya sangat gembira
akan tawaran tersebut. Tetapi apa kata be-
Hpn 7 “Kita tidak akan tingeal di daerah
mewah itu, PLebik balk cari rumah vang e
bih sederhana”,




Baux maimsxswa hukum fente pernah
mendeagar nama Sahardjo vang gagasan-
nyaz menjadi pedoman begl para hakim di
Indonesia sampai sekarang jni. Gagasan. ini
dilontarkan -pada  sebuah sideng Lembaga
Pembinaan Hukum Masional bilan Mei 1962
dan -menarik perhatian Mahkamah ‘Agung,
sehingga menjadikannyva Surat Edaran no. 3
tahun 1963, Isinya menyatakan tidak besrla-
ku:lagi beberapa pasal dari KUH Per. Dan
pernyataan - iniTmembawa angin segar dalam
perkembangan “hukum dine gara kita uniuk
menerapkan hukum yang seveai dengan ji-
wa - Undang-Undang Dasar 45, Maka tak
hesan, kalau kemudian Universitas Indone-
sia: menganugerahi gelar doctor honoris
causa’ dalam ilmu hukum atas jese-iasanya
vang dasumbangkan di md:mo pemhahaman
hukum

Siapakah sebenarnya Dr. Sahardjo SH ?
Nama Sahardjo dikenal dstan #unia pezadil-
an di ‘Indonesia ‘sekitar tehun '40-an. Iz
adalah menteri Kehakiman pertanya setelah
negara Indonesia kembali mengkonaikan Un-
dang-Undang Dasar 1945, Eatlernya diben-
tuk dalam lapangan hukum, Diawal gefelah
Sahardjo lulus dari Sekobsh Tinggi Hukum
(RHS) Jzkarta tzhun 1541 Schugsi ge-
orang Jurist, Sahardjo bekerja pada Departe-
ment van Justifie (sskarang : Dep. Keha-
kiman) Hindia Belanda. Ta pernzh pula be-
kerja sebagai hakim di Purwolerto, selama
ks:a»kiza da_apan bufan (1941).

Pads masa Jepang (1942--1945), Sahas-
djo bekeriz sebagai pembantu Prof. Mr. Dz,
Supomo yang pada wakiu itu menjadi Kepa-
Ia Kantor Kehakiman {Hooki Kyokuyo)

- A T S . JIL TTUE. I . P . T

men Kehakiman setelah Indorzesaa merdeka. '
Sehingga fak heran, ketika Prof. My Dr. Su
pomo dilantik sebagai raenteri Kehakiman,
Sahardjo menjadi salah seorang stafnya,
Mulai saat itulah, Xariernya dimulai yang
kelak akan mengantarkan di tangga peme:
rintzhan  yang tertinggi, bukan melakui
peraniazraan pariai politik.

Penganut pandangan Juridis-Historis
Historis

Ketelittan, kecermatan, ketekunan dan
penafsitan yang tepat terhadap suats up-
dang-undang adatah ciri khusus yeng dimili-
ki oleh Sahardje. Kezhlian ini sangat mem-
bantu belan tatkala mempersiapkan ranca-
ngan undang—andang vang akan dimajukan
ke Dewan Perwakilan Rakyat. Juga keahlizn
itu tidak membuatnya menjadi penpanug
aliran yuridis dogmatis. Tetapi berpandang-
an yuridis historis dalam hukum. Yaitu -
dak hanya mesdasarkan dirinya pada keten-
tuan-ketenivan Undang-Undang Dasar atau
peraturan-peratuzan lainnya yang berlaks,
tetapi juga pade hukum dasar yang tidak ter-
tulis, vaitu sturan-sturan desar vang timbul
dan terpelihara dalam prakiek penyelengga-
Taan negara mesiipun tidak ditulin

Sepi ing pamrik, rame ing gawe

Adzlah sifat-sifat pribadinya yang ime-
warnal perilaku Sahardjo dalam hidupnya,
disamping kesatuan dalam perbedaan, perbe-
dazn dalam kesatuan, atav Bhinska Tunggai
Ika

Sebagai penganut kebatman Jaws, me-
warnai pandangan belisu fentang hukum




6

yang. digali - di dalam bumi sand;ﬂ Pancasily
mam bersumber pada - kepx;‘mdz—
sa” K;ta sendiri. Karena i hukum
vang b_ﬂria}{u di negara kita harus-
rsumber pada Pancasilz,

lal

Pandangan-pandangan beliav membuah-
kan terciptanya lambang Pohon Beringin se-
bagai Pengavoman Hukum Pancasila. Dan
ditetapkan menjadi lambang Departemen
E.ehakiman sampai sekarang ini. :

Meaupii beliau,
bagai “pohon  beringin yang harus dapat
memberikan pengayoman {pedindungan dan
kesejukan). mengenal pengayoran hukum,
tidak saja harus diberikan kepada anggota-
anggota masyarakat bebas, tetapi jupa da-
pat“digikmati oleh pars nara pidana, Akhir-
nva mewwjudkan istilah Lembaga Pemasya-
rakafan menggantikan sebutan “rumah pen-
jara’s Huga sebutan orang hukum diganid
déngan istilah nars pidana. Gagasan-gavasan
ini diterimaa secara resmi oleh Konperensi
Kepenjaraan Seluruh Indenesia 27 April
1964 i Lembang Bandung.

Pembahanian Hukum terue dilakukan

Dalam rangka pendidikan moral bangsa,
agut memberikan sumbangan  pemikiran.
Beliau ‘mengganti istilah Fewsrganegaraan
menjadi kewargaan negara. Yang membuat
pendidikan Civics yang terkenal saat itu
untuk membentuk Manusia dan Masyara-
kat” Baru Imdonesia, menjadi pendidikan
Kewargaan negara. Pengganti istlah ial
lebil ‘banyak ditekankan pada pengertian,
isi, kewajiban, tugas dan hak warga me-
gara.

. Tatkala Konstitusi RIS diubah nenjas
di UUDS 1950, beliau berusaha agar hake-
kat Megara Proklamasi 17 Agustus 1945
tetap, lkendati Undang-Undong Pasamya
pukum UUD" 435,

Pendapat Drs. 1P KN, Harahap sahal se-
orang teman dekatnya. Sahardjo sdalab
orang lamban, pintar, teliti, jujer dan
adil.  Alasannya  Lerpendapat  begite 7
SHat famban terlihat pada periode pendi-
dikan vang dilaluinva. Pendidikan dokter
tidak ditamatkannya, meski cita-citanya se-
jak semuls. Pula, saat belajar di Sekolah
Tinggl Hukum (RHES-FHUI sekarang), bars
tamat sefeiazh menjalani studi selama 8 -

hakum " ditbaratkan se- -

Huknm dan Pembangussan

aniara lain Undeng-tndang kewazganea&m.
an Republik Indonesia 1958 dan-U
Undang Pemilihan Umum 1255, Beli
rui aktif membina hukum nasional n;eiaiu*
Badan Pembinaan Hukum Nasional ¢ B?HNJ
Departemen Kehakiman.

Sahardio sebagai Pendidik

Beliau dikenal pula sebagai pendidik. Ke-
tika Perguruan Rakyai didirikan pada tang-
gal 131 Desember 1928, Sahardje setamat-
nya dari AMS bagian B ini menjadi pure di-
sitn. disamping menjadi guru ilmu pagii
pads AMS

Di Kweekschool Pergurvan Rakyat itu,
Sahardjo bertemu dengan Raden Rore Sig
Muraini Jayanegara seorang muridnya vang
mewujudken perkawinan dan membughkan
keturunan 9 orang.

Selama kira-kira 9 tahun mengajar, Sa-

ardjo mengalami pahit getirnya perjuang
annya untul kepentingan Perguruan Rakvat
khususnya dan pendidikan nasionsl umuims
ayve. Sahardjo bersama-sama rekan-rekan
gurw lainnys menentang “Undang-Undang
Sekolah Liar” pemerintah Hindia Belanda
yang mengalami hidup dan berkembangnya
pendidikan swasta vang bersifat nasional.
Dan ditengah-tengah kesibukannya mengajar
masih sempat melanjutkan kulial di Sekolah
Tinggi Hukum (RHS},

Bakat dan jiwa mendidikaya ditunjuk-
kan lagi dalam salah satu sajaknya Fajar te
lah Menyingsing. Sajak tersebut memperii-
hatkan perpaduan aniara fiwa pendidik, se-
niman dan ahli hukum. Sajak it memperli-
hatkan kepribadiannya. Laptas kemudian
dijadikan lagu wajib bagi ansk-anak nakal di
Tanggerang  yang dinyanyikan  dap-tiap
tangeal 17 Agustus.

Kesederhanaan hidupnya

saat menjabat Menteri Muda Kehakiman,
beliauw ditawari pemerintah untuk pindsh
dari rumahnya yang lama di Salemba Gang
Tengah vaitu rumah mertua belian, untuk
menempatt salah sebush rumah di dserah
Menteng. anak dan isterinya sangat gembira
akunt tawaran tersebut Tetapi apa kata be-
liew 7 “Kita tidsk askan tnggal di daerzh
mewah itn, Lebih balk cari rumah vang le-
bih sederhana™.
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o Sai]ard}u hidupnya sederhana. Gajinya
'kup “untuk mcﬁghidupi keluarga-
ks sang isterd ba!\erm membantu
)er.mann ~kecil- l\m!‘m _dlg.mg

. Sahardie mena-
;.mﬂ.ml..h selatu melihat

e 4149 “tet api m;mm keibawah ! Sebab,

mzmh banyak orang yang pasibava lebih

menderita dari pada kita. !}L‘nuium poRga-

CkuapTHadi Mulve salah seotang putranya.

“Sebagal  abdl chwkum, | belise sangas
“menekuni  tmpasnya. Pendiriannyva, bahwa
kejuiuran adelah pangkal kepercavaan disi
sendisi dan orang lain kepadamu. Harapan-
nya, bahwa hasil pembangunan harus dapat
dinikmati olel setuyult rakyat sebagni pe-
ningkatan kesejahteraan lahir dan  batin
untuk mencapai masyarakat adil dan mak-
mur.’

='})éng‘an kedudukannya sebagai menteri
Muda Kehakiman dsp kemudian Mentesi
Kehakiman serta akhirnya Wakil Menteri
Pertama Urusan Dalam Negeri, didalam
tagasnya sering mendapat kenyataan yang
berbeda dengan pendiriannya.

Puncaknya, sampai terjadi suatu peris-
%i\ﬂ}ﬁ'tenlzlng pemoiongan uang lama sam-
pal dibagi 100G, dimana keputusan peme-
rintah tersebut disodorkan kepada beliau
untuk  ditandatangani.  Fiwanya  sapgai
tertekan dan hati kecilaya tidak menyetu-
tajul _};éhijaksunaun itu! Jiwa Sahardjo vang
ketas berpegang pada hukum, keadilan dan
kebenaran mendapat ujian yang berat. Ru-
panya keadaan fisiknya vang kian hari kian
repuh tidak mampu menopang cita-citanya,
Betin Sahardjo tidak mampu melawan ke-
kuasasn yang tertinggi itu.

Isi hatinya tersebut kemudian ditum-
pahkan agar diketahui rakyat Indonesia,
pads smat penganugershan gelar Doctor
Hofioris Causn oleh Ul atas nama peme-
rintah.  Ia  miemang jalan  keluar yang
difakukannya. Memang, i3 tidak  secara
erang-terangan  mencela kenyataan yang
dihadapinys. Beliau hanya menunjukkan
jalan  vang sebenarnya harus ditemipuh
uniuk tegaknya hukum di negara Hukum
Indonesia ini.

Segera setalah promosinya beliau kemba-
I ketempat istirahatnya, dimana ia sungguh
masih  berusaha mengatasi tekanan darah
tingginya. Tetapi nampaknya Kemanan un-
tuk hidup lebih lama zzolah-olah sudsh le-

- beliau terhadap negara Republi
- dan juga atas jase dan pengabdisndi
©Uhukum vang skhirnys menetapkan s
TUPablawan Kemerdekaan Nasional

badan.
Pemerintah tidak melupakan®

(Sumber Dep. PEK Pusat Pen
Sejarah den Budaya)
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"KEMENANGAN DIPLOMASK

INDONESIA™

Muncuinya berbagai tindakan manusia
secara sembrono’ dan Umembabi-buta”
untuk menggali dan  memanfaatkan ke
kavaan alam, telah menghadang kekhawa-
fizan  di  kalangan manusia itu sendiri,
Keterdesskan  keadaan lingkungan hidup
yang semakin diwarnai dengan Uberbagai
krigis, makin mendorong manusiz  berfi-
kiz -akan keseimbangan dan kelestarizn ling-
kupgannya. Adalah wajar jika kita meman-
dang Hngkungan kita sebagai satu ekosis-
tem1 yang harus tetap seimbang. Kenyvata-
an ini sundah  merupzkan  geiala  vang
umum melanda dunip. Hal ini barangkali
yang mendorong pemerintah Indonesia me-
nyatakan klaim secara unilateral sepesii
negara lainnya terhadap gugus -kepuiauan.
di kawasan Musantara,

Klaim  ini jelas skan  mempersempit
gerak negara-negara-yang secara diplomatis
telah mendukung Resolusi” PBB mengenai
laut dan kekavaannya. Negara Amerika
Serikat sebagai salah satn negars Super
Powesr, sejak dahulu menentang bentuk
flaim seperti itu. Amerika Serikat masih
menumpukan pendiriannya pada resolusi
PBE yang mengatakan bahwa ; Laut dan ke-
kayaan yang ferkandung ¢i dasar laui ada-
Ish merupakan warisan seluruh wmat ma-
nusia. Resolusi ind jelas bertentangan dengan
klaim pemerintan Indonesia. Dalam pernya-
tasn pemerintah Indomesia dimaklumkan
kepada dunia internasional bahwa bentuk
dan susunzn geogiafi wilavah Indonesia
terdiri darf pulau-pulau {Archipilagos) yang
fentu akan menjadi rawan jika reolusi PBB
tphun 1970 itu diberlakukan terhadap wi-
fayah Indonesia.

Sejak tahun 1957, Pemerintah telah me-
ngeluarkan spaiu pernyatian mengenal wi-
layah persiran Indonesia, Pernyatsan ter-
eebui, merupakan Hajavan atas ketentnan
“Terriioriale Zee en Maritiome Hringen

satu pasalnya mengatakan “Laut leritorigl
Indonesia ity lebarnya 3 mil divkur dari
garis air rendah (laag waterliin) dari pada
pulau-pulau dan bagian pulau yang merupa-
kan bagian dari wilayah daratan {grond
gebied) duri Indonesia™ ini dianggap ter-
laiu sempit bagi negara Indonesia,

Usahu-ussha fain yang dilakukan peme-
rintall Indonesia dalam forum internasional
menyangkut masalah hukum laut jugs di-
dukung oleh banyak negaraz yang mempu-
nval kepentingen sama. Deklaragi RI tang-
gal 13 Desember 1957 merupakan sikap dan
alasan pemerintah Indonesia dalam meman-
tapkan dan mencari dukungan atas konsep
negara kepulavan terhadap dunda interna-
siopal. Menurut Deklarasi vang dikeluarkan
Pemerintah Indonesia tanggal 13 Desember
1957 dikatakan “Bahwa segala perairan di
seldtar, diantara dan vang menghubungkan
pulau-pulau ataw bagian pulau-pulav yang
terinasuk daratan negara Republik Indone-
siz, dengan sidsk memandang hias atau
lebarnyz adalah bagian-bagian vang wajar
daripada wilayah daratan negara Republik
Indonesia dan dengan demikian merupakan
bagian dari pada perairan nasional vang
berada di bawah kedaulatan mutlak dari pa-
da negara Republik Indonesia,

Lalu lintas vang damai diperairan peda-
laman ini bagi kapal asing terjamin selama
dan sekedar tidak bertentangan dengan ke-
daulatan dan keselamatan negarz Indonesia.
Penentuan batas laut teritorial yang lebar-
nya 12 mil yang dinkur dari garis-garis yang
menghubungkan titik-titik yang terluar pada
pulau-pulau negara Republik Indonesia akan
ditentukan dengan Undang-undang.

Pernyataan secara sepihak pemerintah
Indonesia tersebut dilandasi akan kebutuhan
teritorial yang aman dan damal dari bentuk
negara kepulzuan. Nampaknya eda kecende-
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g'; nctr.zmwnez,ara kelompok
P lndunesm sebagal negari yang

“perdaulitipenih, dalam diplomasi interna-
sionainj/a telahy menunjulkan sikapnya yang
tepuh bahwa wawasan nusgntara adalah war
wasan'vang sah menurut sejarah perfuangan
banzsa‘lndonesia.

Luetidak
datam

ikut sertasn Amerika Serikat
“ipenandatanganan  naskah Hubum
ngiperdebatannya telah berlangsung
grum "PEB, nampaknya-tidak akan
niénlpel}gj.s_r;l_]u ‘ketentuan fersebut. Namun
ada kekhawatiran dari negaramegara pen-
dukung {kelomiposk 77) Wawasan Nusapta-

Jdika cmanti ternyata Amerika Serikar
membujuk:dan memperngaruhi negara-nega-
radadnuntuk ridak menandatangani naskah
fersebul. <Jika hanva Amerika Serikat se-
bagal negara Super. Power yvang tidak ikut
menandatangani. tidek ada masalah sebab
Hkattelah ada sebanvak 60 negara vang
Parclemennva telak meratifisiy naskah hu-
kuwi=dauttersebut, maka ketentuan terse-

but, tetapberlaku di forum intesnasional. |

Pada tahun 1980, Pemerintah telah me-
ngeluarkan  Pengumuman  tentang  Zana
Ekonomi Eksklusif Indonesia seicbar 2200
mil yang divkur dari garis-garis panoka_l_ g
laut lauf wilayah Indonesia. Pengumum;m
Pemerintah ini jelas akan mempunyai akibat
vang sangat fuas, baik bagi Indonesia sendisj
maupun bagi negara lain vang berkepenting-
an dengan zona tersebui. Dengan diterima-
nya konsep Wawssan Nusapiara Indonesia
oleh negara-negara lain pada tshun ‘82 4 ini,
berartl Indonesia memperoleh kemenangan
diplomasi vang perjuangannya selah dimulai
kira-kira 12 tahun yang silam. N

Meskipun demikian, banyak hat-hat yang .
harus  dipersiapkan mengingat bahwa de-
ngany diumumkannya secara sepihak zopa
ckonomi eksklusif Peralran Indonesiz ma
banyak kesulitan vang akan timbul.'H:_a} ini:
disebabkan Karena pengumuman . terga it
menyangkut banyak aspek dan dihadap :
dengan implementast vang belum ma
Juga dengan diterimanya konsepsi waw:
nusaniasd. wgas dan peranan aparatike
amanan skan berlipat - ganda.

MACHRUPE LRICKE

-dadanngd

edatnd 1) D Abdulrachman Saleh 25, Jakart

aTulpan: 351261 |




B, SIDIK SURAPUTRA. 8H. lahir di Jakarte 1936 adalah ickior
dalam Hukum Internastonal Pada 1V akudias Hukum - Universitas {ndo-
nesiz. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari fakallas yang sama pada
tahun 1961, kemudian memperdalam pengetabuan pada fakulias Ha-
kum Universitas Leiden (1968). The Academy of internasional 1gaw
(1967 —~ 1968) yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Singa-
puma {1971). Beberapa tulisannya mengenai hukum dipublikasi 'pudu
beberapa majalah ilmiah.

A, ZEN UMAR PURBA (40 tahun), adalsh stal pengajar Hukum
Intesnasional Publik pada FH-UL Sarjana Hukumnya diperoleh
pada fakultas hukum vang sama sedang gelar LL.M diperolehnya
pada Harvard Law School la juga telah mengikuti beberapa pro-
gram lanjuten, baik di dalam maupun luar negeri. antaranys pada
Stanford tpiversity 1974, Academy of American and Internati-
onal Law, Dalias, 1975, MIT, Cambridge, 1977 dan East-West
Environment Instutnie, Honoluly, Hawaii, 1979. Di samping bi-
dang hukum Iaut, ia2 jua menarch perhatian pada sckior hukum
pengelolzan sumber daya dan karenz itu in menjadi anggots Pa-
nita Penyiapan UU Mo, 4/1982 tentang Pengeololaan Lingkungan Hidup, anggota Kelom-
pok Eezfa Industii dan Lingkungan PPLH, anggota Tim Teknis Pelestarian dan Lautan PPLH,
anggota Tim Teknis Hukum PPLH, anggota Pusat Studi Lingkungas & Sumber Daya Manusia
U5, gerte angpota Pusat Studi Hukum & Ekonomi FHUL Di sela kegiatan-kegiatan di atas,
vang bersanglutan miasih menyempaikan memberikan partisipasi pada seminar dan perfemus-
an-pertemuan imiah Iain, seria menulis pada beberapa media umum seperti Tempo dan Kont-

PROF. Mr. Dr. 5. GAUTAMA, adalah guru besar pada Fakultas Hukum
Universitas Indonesia dalam bidang Hukum  Antar  Tata  Hukam
(HATAH). Ia jugs scorang pengacara terkemuka di Indonesia, yang
aktif dalam tulis menulis karya ilmiah dan telah dipublikasikan dalam
pelbagal bentuk. Beliau juga aktif mengikuti seminar dan konperensi
hukum baik di dalam maupzn di {uar neperi.

BRI SETIAMINGSIH SUWARDIL hahir di Madiun tzhun 1939, ada-
lah Staf Pengajar Hukum Internasional Publik pada Fakultas Hukum
UL Memperoleh gelar Sarjuna Hukum pada Universitas Indonesia
(1963). Disamping Staf pengajar Fakultas Hukum U.L pernah bekerja
pada B.P.U. Industri Alat Pengangkutan, Deperdatam {tahun 1964 -
.1989), mengajar pada Fakultas Hukum U.K.L, pengajar pada Akademi
Imigrasi (1975 - sskarang). Mengikuti Seminar on Procurement Nego-
. Hiating Techaiques yang dindakan oleh Bappenas L.AN, — UN.D.P,
dan Geozgeiown University {1973). Semisar Penelitian di bidang Hukum Internasional
yang diadakarn di Bangkok oleh The Hague Academy of International Law {1974).

A. HAMID 8. ATTAMIMI, Lahir di Cirebon tahun 1928, admian lu-
lusan Fakuoltas Hukum Universites Indonegia. Sekarang menjadi- dosen
di fakultas yang sama disamping juga sebagal Kepala Biro Hukum
dan Perundaneundanean padz Sebretarist Eabinet Renublik indo-




MUTAMMINUL, ULA, lahir 2 April 1956, di Sragen, mendapat pendi-
dikan Sekolah Lanjutan Pertama-Atas di  Surakarta Melan;utkan'_
di Fakultas Hukum Universitas Dipenegoro Semarang (tmgkat ter—'
akhir, jurusan hukum internasional). Tahun 1978, kuliah 4i Fakul-*
tas Syariah UNISSULA, Semarang. Menulis di berbagal mass medm"
MERDEKA, SUARA MERDEKA, PELITA, SUARA KARYA dan
sebagainya. Redaktur Majalah TBANGEKIT” UNISSULA Semas_an

.‘ANEMAR PACHTA, W, SH, adafah alemnus Fakultas Hukum - Universitas Indonesia tmn_
198" “Padasant ini akitif sebagai Staf Pengajar pada Almamaternya, selain juga duduk seba« :
'a.n K
' 'dzpuhi-kasnk.m pada berbagai media massa Ibukota.

cordinator Penerbitan pada Majaiah “Hukum dan Pembangunan™. Tulisannya pemaﬁ i

HENKIE LIKLIKUWATA, adalah Iulusan Fakultas Hukom
Universitas Indonesia tahun 1967 dan memperolek pendidikan -
dalam bidang Sosiologi Hukum Pidana di Utrecht University, da-
lama rangka program RUL 1976 - 1977, Dewasa ini me:upakan
pengajar utama Sgsiolog HuI\um pada Program Studi Sosmlogx
FISUL dan Sosiologi Hukum Pidana pada Program Studi Krimé
nolopt FIS-UT serta Pengantar Hukum Pidana dan Hukum Acara
Pidana sebagai asisten Prof. Mi Roeslan Saleh. Disamping ity
memberiken kuliah Kiiminologi dan Hukum Pidana, pada pel
bagai perguruan tinggi antasa lain Akademi lmu Pamasyarakat.

: an, UKL Universitas Pancasila, Sejak tahun 1979, menjabat se-
bagal Kepula Bagian Kriminologi & Hukwm Pidana. Aktif dolam pelbagai seminar dan loke-
ixary.l serta heberap'- penelitian dalam bidang Kriminologi & Hukum Pidana.

trat Kabar Uspum

Welabsanakan Duwah dun Puncosils

w2
Ai'am'a't:!ledaksi/'faia Usaha : Islan Brigien Katemso 26, Banjermesin. Tolpen 3358,
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Hukun dan Peinbaivae s

Pada penesbitan bulan Met Mo. 3/X1I/1982 yang lalu terdapat beberapa kesatalan di dalam .

karangan sdr.

Boedibjo Triatmodjo yang berjudul "PURMASALAMAN

PE KAHANAN

DALAM HUKUM ACARA PIDANA YVANG BARU™. Dibawal ini adalah ralat terhug P

kesalahan tersebut @

DAFTAR RALAT

T ¥ R
MNO.i HALAMAN TALURT Hf\RiS YANG LAMA : YANG BIRNAR:
i. 236 iiri 12-11 db. penuntutan, kerena l penuntutan, kareng
hanya penyidikan dasn hanva  penyidikiah
hanya ... . yang mempunyal
wewenang penyidik-
ol an dan banya
2. 236 kanan 5-6 da. . tidak dilnginkan tdak dimginkan
fikak tersangkafter- khususnya yang da-
dakwa pat merugikan {iliuk
tersunpka/terdadowy
3 236 kanan 9 db. proses informasi, . . . nroses perivkaran
informasi .. L L
4 237 kiri 21-31 da. Kesamping itn ke- Disamping  ilu ke
fuargs tersangka/ Ka- fuarpa tersaneka/ter-
fau melikad ketentuan dakwa akan menge-
vang ferdapat dalam tahui adanya pena-
wetboek van straf hanan, karcna pada-
vordering Nederland, aya diberi puln tem-
bahwa sebelim mem- busan surat perindah
berikan keputusan [penetapan penahan
tentang (perpanjang- an tersebul. Walun-
an) penzhanan lebil puUf . L. oL
dahuiu tersangka/
terdakwa hasus dipe-
riksa atao diberi ke-
sempatan memajukan
keberatan-keberatan
atay pendapatnya ter-
hadap penahanan tes-
sebut, Walaupun . . ..
5. 238 kirf 4 da. mungkinkan dalam .. .{  dimungkinkan  da-
fam . .. oL
6 238 kirg 5-3 gb. law dan praktek-prak- -
iek penahanan di In-
donesia, Penerbit
Alumni, Bandung,
1970, hal. 187.
7. 238 kanan - tidak ada catatan- 10} Hal ini diurai-
kaki No. 10 kan secara fuas da-
tam  buka SUDIB-
YO TRI ATMO-
DIO, SH, Pelaksa-
naan penahanan dan
kemunghinan yang
ada dalam KUHAP,
Penerhif Alumni,




Pelavanan Peraturan Perunéang-'un_cl_anga;n_i’ndoz_xesia paling lenghap

IMNFORMASE
Pemmran Perundangundangan Republik Indonesia

INFORMASI memuat daftar peraturan perundangundangan mutakhis
yang dikumpulkan/diseleksi Pusat Dokumentasi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Indonesia (PDH-FHUD.

INFORMASIT disusun sedemikian rupa, sehingea menjadi sarana yang
mudah, cepai, dan tepat dalam mencari peraturan perundang-undangan.

INFORMAS! mutak perin bagli mereka yang eeL.Iu berurusan  dengan
peraturan-peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan bulanan oleh PDH-FHUI. _
Teks peraturan-peraiuran disediakan oleh PDH-FHUI

HARGA LANGGANAN

12 bulan (Jan — Des 1982) Rp. 24,000~
Termasuk ongkos kirim

MASIH TERSEDIA

Informasi Tahun 1978 vang dijilid, dengan harga
Informasi Tahun 1979> Rp. 15.000,-- {Lima belas ribu rupizh)

Informasi Tahun 1980 per tahunnya.

HUBUMGILAH:

Pusat Dokumentasi Hukum

Fakuitas Hukum Universitas Indonesia
JIn. Cirebon No. 5

Telp. 365438,

Jakarta-Pusat




Hu’kuff_z__ dan Pemban

VERSEAS _SUBSCRE’? I EONS

uvcum dan Pambangunan'can be. maﬂed to any desitmaﬁmn .

o ATRGMAIL

1 ussso00
_ [~Us$3z50
. US$35.00
Y ussazso.
L Uss35.00
US§35.00

App! a%sons fex subcnpt;ons ‘or deré .f_or_ -cu’rrént"éhéi.:;:iﬁa{é‘;;:iﬁueg,?'é‘tg"'-féh
_ajaiah Hukum:ia_n Pembanguﬁan D Bl
JCimebon 5 =l
Jaka:ta Pusat NDONESIA

enis, shouid be remzt ed to.

Ma;alah Hu}{um ‘dan Pembangunan e
/o Bank Negara Indonesia 1946 AC. 1834

'Meni’eng angh Ialan ’Vienteng Raya S
Eaicarta ”Pusd INDONESH S

recauest ﬁus Joumal can _aIso be obtamed by excbange wrth _;oumals in ‘fhe
i law or. related fieids TR . . =




